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ABSTRAK 
 

Nama  : Aenul Yakin 

NIM  : 50500112067 

Judul  : PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK 

    (Studi kasus pada Ikatan Jurnalis Televisi Sul-Sel) 

 

Penelitian ini berjudul Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus 
pada Ikatan Jurnalis Televisi Sul-Sel). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan studi kasus. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi tafsiran pasal 2 kode etik 
jurnalistik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan 
Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada anggota IJTI Sul-Sel. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan pasal 2 Kode 
Etikt jurnalistik pada anggota IJTI Sulsel yang meliputi; menunjukkan identitas diri 
kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita 
yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau 
penyiaran gambar, foto, suara dilengkapidengan keterangan tentang sumber dan 
ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber 
dalam penyajian gambar, foto, suara, tidak melakukan p lagiat, termasuk menyatakan 
hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, dan penggunaan cara-cara tertentu 
dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 
Implementasi Tafsiran pasal 2 Kode Etik Jurnalistik telah memenuhi unsur sesuai 
tuntutan profesionalitas. 

Faktor penghambat dalam penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik di IJTI 
Sul-Sel meliputi dua faktor yaitu; 1) Faktor Ekonomi, dalam hal faktor ekonomi 
ditemukan data bahwa praktik suap masih terjadi di kalangan jurnalistik yang 
disebabkan karena kurangnya pendapatan jurnalis. 2) Faktor keahlian, dalam hal ini 
data yang peneliti temukan di lapangan bahwa ada beberapa jurnalis  yang tidak 
memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik sehingga hal ini menyebabkan kurang 
terampil atau tidak ahli di bidang jurnlistik. 

Implikasi penelitian bagi wartawan dan anggota IJTI diharapkan tetap 
memegang teguh rasa profesionalisme dan moralitas sebagai seseorang yang 
memiliki profesi sebagai Jurnalis serta diharapkan IJTI tetap memantau dan terus 
mengingatkan betapa pentingnya kode etik bagi seorang wartawan dalam bergelut di 
bidangnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan media massa semakin pesat dengan segala wujud 

serta ragam sajiannya, baik oleh surat kabar, televisi, radio, internet dan jenis media 

lainnya, telah menjamah perhatian jutaan hingga ribuan umat di dunia karena ragam 

informasi yang dipublikasinya.
1
 Media massa sebagai institusi sosial tidak hanya 

diharapkan berperan memberikaan informasi dan hiburan kepada khalayak, tetapi 

juga diharapkan mampu membangun sumber daya manusia dan berperan mendidik 

khalayak. Munculnya kesadaran tentang arti dan nilai dari informasi membuat 

masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari informasi yang disajikan oleh media 

massa.
2
 

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi 

dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari 

adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat dan 

norma-norma agama. Melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers 

menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka 

untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi 

                                                           

1Khususnya di Indonesia, jumlah penerbitan pers sekira mencapai angka 1.381 buah, 

sementara populasi penduduk hanya berkisar 220 juta jiwa.Departemen Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia, Wajah Pers Indonesia, (Jakarta; Bunga 

Bangsa, 2006), h. 164. 

2Alex Sobur,Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani (Cet.I. Bandung: Humaniora Utama 

Press, 2001), h. 162 
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hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia 

memerlukan landasan moral dan etika serta dasar pendidikan yang memadai sebagai 

upaya peningkatan profesionalisme wartawan. 

Nasution berpendapat bahwa kinerja profesionalisme wartawan tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia untuk bidang 

profesi ini.
3
 Peningkatan profesionalitas wartawan erat kaitannyadengan eksistensi 

organisasi wartawan yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas wartawan 

sehingga menjadi lebih berkompeten di bidang jurnalistik. Berbagai upaya telah 

dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan di antaranya melalui 

proses pengembangan karir, pelatihan jurnalisme dan program pendidikan bagi para 

jurnalis seperti yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 

Dialog Dewan Pers Tahun 2008 menyebutkan bahwa organisasi 

wartawan/organisasi pers harus mendorong anggotanya untuk menghasilkan berita 

berkualitas, aktif memantau penegakan kode etik, dan selektif dalam merekrut 

anggota. Jika langkah ini terus dilakukan, kualitas wartawan akan meningkat. Kode 

etik bagi pers dan wartawan sangat penting. Kode etik merupakan aturan moral yang 

didelegasikan, dan kekuatannya bergantung pada si pengemban profesi.
4
 Kode etik 

ada sebagai rambu-rambu agar tidak dilanggar. Kode etik adalah harga mati, dan 

harus ditaati bagi setiap pengemban profesi. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 

1999 Pasal 7 (2) menegaskan bahwa, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik 

                                                           

3DewanPers., Konferensi dan Lokakarya Nasional Pendidikan Jurnalisme; Tantangan dan 

kompetens, Jurnal Etika Dewan Pers, No. 48, April 2007, h. 2-3. Lihat jugaAlex Sobur., Etika Pers; 

Profesionalisme Dengan Nurani, (Bandung; Humaniora Utama Press, 2001), h. 131.   

4Dede Mulkan, Matinya Kode Etik Jurnalistik: Berdasarkan Studi Kasus di Metro TV dan TV 

one (Bandung: Arsad Press, 2011), h. 25 
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Jurnalistik”. Kode etik yang dimaksudkan dalam undangundang tersebut adalah Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 

Namun kode etik yang menjadi standar moral tersebut masih rentan untuk 

dilanggar. Penelitian tentang pemahaman Kode Etik Jurnalistik pernah dilakukan oleh 

Dewan Pers kepada 1200 wartawan di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya, wartawan 

yang berasal dari media cetak, online dan elektronik, hanya sekitar 42% yang 

memahami Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers menerima 89 Aduan Pelanggaran 

Kode Etik, disebutkan bahwa ternyata 80% wartawan Indonesia sama sekali belum 

pernah membaca Kode Etik Jurnalistik dan UU 40/1999 tentang pers.
5
 

Hasil kajian Pramesti menyimpulkan bahwa pelanggaran kode etik 

dipengaruhi berbagai faktor. Pertama, sifat kode etik yang berkaitan dengan moral 

tiap individu jurnalis. Kedua, latar belakang jurnalis yang berbeda-beda. Banyak 

jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional (jurnalis bisa berasal dari setiap 

kalangan). Ketiga, tingkah laku sosial masyarakat yang tidak layak. Keempat, makna 

kebebasan pers yang tidak bisa dipahami pelaku media sehingga tidak ada mekanisme 

kontrol. Kelima, belum adanya tradisi profesional untuk menghormati kode etik. 

Keenam, profesi jurnalis masih dianggap sebagai mata pencaharian pada umumnya, 

dan Ketujuh, perusahaan pers yang tidak memihak profesi jurnalis, terutama terlihat 

pada pemberian upah yang kurang layak.
6
 

Pembahasan ini menganalisis gambaran implementasi Kode Etik Jurnalistik 

khususnya Pasal 2, sebab ketentuan dalam pasal tersebut cenderung sering dilanggar 

oleh wartawan. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 menegaskan bahwa ”Wartawan 

                                                           

5Wahyu Wibowo, Menuju Jurnalisme Beretika: Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era 

Mondial (Jakarta: Kompas, 2009), h. 57 

6Olivia Lewi Pramesti, ”Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis”, Jurnal Ilmu Komunikasi 

UGM, Vol.11, No.1, Juni 2014, h. 81-92 
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Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik”. Cara-cara yang profesional yang dimaksud dalam penafsiran atas Pasal 2 

Kode Etik Jurnalistik adalah: 

a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber, b) Menghormati hak 
privasi, c) Tidak menyuap, d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas 
sumbernya, e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, 
foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan 
secara berimbang, f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam 
penyajian gambar, foto, suara, g, Tidak melakukan plagiat, termasuk 
menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, h) Penggunaan 
cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi 
bagi kepentingan publik.

7
 

Salah satu contoh terkait pelanggaran Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik adalah 

peristiwa peledakan bom di Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016. Delapan  media 

penyiaran televisi dijatuhkan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI 

karena mereka menayangkan gambar mayat yang menjadi korban peristiwa tersebut 

dan tidak akuratnya berita. Salah satu stasiun televisi Metro TV menayangkan 

informasi yang tidak akurat, mereka menuliskan peristiwa tersebut terjadi di 

Palmerah. Selain itu, stasiun televisi lainnya juga kedapatan menayangkan video 

amatir yang memperlihatkan visualisasi mayat tergeletak di pos polisi Sarinah yang 

merupakan lokasi peristiwa ledakan. Beberapa stasiun televisi juga menayangkan 

mayat korban peledakan bom tanpa disensor atau diblur.
8
 

Pemberitaan peristiwa peledakan bom di Sarinah tersebut melanggar 

ketentuan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berbunyi; “Wartawan Indonesia menempuh 

cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, dan khususnya 

penjelasan Pasal 2 poin b wartawan menghormati hak privasi dan pada poin f 

                                                           

7Dewan Pers, ”Kode Etik Jurnalistik”, Situs Resmi Dewan Pers, http://dewanpers.or.id 

(Diakses 22 Februari 2018) 

8Dedy R.Setiawan “Kode Etuk Jurnalistik” Blog Dedy R.Setiawan, 

https://dedyrsetiawanblog.wordpress.com (diakses 2 Maret 2018) 
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menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara. 

Menurut mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Don Bosco, menyatakan 

bahwa prinsip dasar dari liputan tentang bencana yaitu tidak boleh menimbulkan 

trauma, misalnya tidak boleh menampilkan gambar berdarah-darah atau mengerikan. 

Jurnalisme berperspektif empati harus dikedepankan agar tidak menambah 

penderitaan para korban.
9
 

Berbagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik juga 

terangkum pada hasil survei yang diungkapkan oleh Sirikit Syah, dimana pelanggaran 

yang dilakukan oleh wartawan tersebut didasarkan atas pengakuan mereka sendiri, 

antara lain; (1) menerima amplop, (2) melanggar kesepakatan off the record, (3) 

melanggar ketentuan cover both sides atau prinsip keberimbangan (4) melanggar 

privasi, (5) berita tanpa wawancara, (6) judul bermasalah (7) kesalahan visual, (8) 

copy paste atau plagiarisme (9) bahasa, stereotipe dan label serta beberapa isu etika 

lainnya.
10

 

Profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan 

pers di atas. Hanya pers yang profesional yang mampu memproduksi jurnalisme yang 

sehat. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang 

agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Profesionalisme pers didukung oleh 

manajemen yang sehat, kualitas lembaga pers, dan tentunya wartawan yang tunduk 

pada aturan yang tertera dalam kode etik profesi. Wartawan profesional adalah 

wartawan yang memiliki profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme diperlukan 

untuk menjaga kinerja wartawan dalam memenuhi tugas jurnalistik. 

                                                           

9Dewan Pers. “Hindari Dramatisasi Berita Bencana” Situs Resmi Dewan Pers, 

http://dewanpers.or.id  (Diakses 18 Februari 2018) 

10Sirikit Syah, Rambu-Rambu Jurnalistik; Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani (Cet.I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.5-40 
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Sebagai sebuah profesi, wartawan memiliki wadah untuk berserikat, yakni 

organisasi profesi wartawan. Organisasi profesi wartawan merupakan organisasi pers. 

Hal ini dicantumkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 40/1999. Organisasi profesi 

wartawan selayaknya memiliki komitmen untuk menegakkan kode etik jurnalistik 

dan bekerja keras untuk memastikan anggotanya melaksanakan kode etik jurnalistik. 

Demikian halnya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sebagai salah satu 

organisasi profesi wartawan di Indonesia, dituntut agar mengembangkan kapasitas 

profesional anggotanya dan memantau pelaksanaan kode etik jurnalistik anggotanya. 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut di atas peneliti tertarik 

untuk meneliti kinerja wartawan lokal di Makassar. Fokus permasalahan yang ingin 

ditelusuri adalah gambaran penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada Ikatan 

Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan. Indikasi awal yang mendorong 

peneliti memilih IJTI sebagai objek penelitian, sebab organisasi wartawan ini jelas 

menghimpun sejumlah wartawan dari berbagai media yang di Sulawesi Selatan, 

sehingga dengan mudah diidentifikasi permasalahan terkait penerapan Kode Etik 

Jurnalistik sesuai pemahaman dan pengalaman wartawan tersebut.  

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada latar belakang di atas, maka 

fokus penelitian ini adalah penerapan Pasal 2 Kode Etik jurnalistik pada Ikatan 

Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan. 

  



7 

 

2. Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, memiliki beberapa konsep 

yang perlu didefinisikan secara konseptual untuk menghindari penafsiran yang keliru 

dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari orientasi dan tujuannya. Berikut 

dikemukakan beberapa konsep dalam fokus penelitian:   

a. Kode Etik Jurnalistik 

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan 

yang mengikat kinerja wartawan dan media massa yang disusun oleh Dewan Pers 

pada tahun 2006 yang terdiri atas 11 Pasal. Sementara itu, penelitian ini hanya 

berfokus pada penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi; ”Wartawan 

Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik”. Cara-cara yang profesional adalah; menunjukkan identitas diri kepada 

narasumber; menghormati hak privasi; tidak menyuap; menghasilkan berita yang 

faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran 

gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan 

secara berimbang; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 

wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat 

dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 

b. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan 

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (disingkat IJTI) adalah suatu asosiasi yang 

menghimpun para jurnalis televisi dan didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 

1998. IJTI beranggotakan Jurnalis Televisi, yakni orang yang melakukan kegiatan 

yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran fakta 
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maupun pendapat, dalam bentuk karya jurnalistik di stasiun televisi dan saluran lain 

yang tersedia dan sudah terverifikasi. 

c. Profesionalisme Jurnalis 

Profesionalitas wartawan yang dimaksud memiliki beberapa karakteristik 

yakni pertama, menguasai keterampilan jurnalistik dan keahlian menulis berita sesuai 

kaidah-kaidah jurnalistik. Keterampilan jurnalistik meliputi antara lain teknik 

pencarian berita dan penulisannya, di samping pemahaman yang baik tentang makna 

sebuah berita. Ia harus memahami apa itu berita, nilai berita, macam-macam berita, 

mencari berita dan kaidah umum penulisan berita. Kedua, menguasai bidang liputan 

sehingga mampu menulis dengan baik dan cermat apa saja. Ketiga, memahami serta 

mematuhi etika jurnalistik. Wartawan yang profesional memegang teguh etika 

jurnalistik. Untuk wartawan Indonesia, etika itu terangkum dalam Kode Etik 

Jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan, 

maka permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 2 Kode 

Etik Jurnalistik pada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan?. 

Masalah pokok tersebut diperinci ke dalam sub permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada anggota IJTI Sulsel? 

2. Faktor apa saja yang menghambat penerapan Pasal 2 Kode Etik jurnalistik 

pada anggota IJTI Sulsel ? 
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D. Kajian Pustaka 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil kajian pustaka berkenaan dengan 

perbandingan penelitian terdahulu dengan orientasi penelitian ini. Tujuan dari 

bahasan ini adalah mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi 

akademik dari penelitian yang dimaksud, dan untuk memastikan bahwa pokok 

masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti lainnya. Pokok 

masalah yang akan diteliti mempunyai relevansi dengan sejumlah teori yang telah 

ada.
11

 

Dari hasil kajian pustaka ditemukan beberapa penelitian mahasiswa yang 

mengambil objek tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik, namun di antara penelitian 

tersebut memiliki perbedaan fokus dan pendekatanpenelitian.Peneliti dalam hal ini 

berfokus pada permasalahan tentang sikap profesionalitas wartawan IJTI Sulsel 

dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dibandingkan dengan orientasi 

penelitian ini. 

1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kampanye Pemilihan 

Umum CalonKepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019di TVRI 

Jawa Timur 

Skripsi tersebut di atas disusun oleh Thomas, mahasiswa Prodi Ilmu 

Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian Thomas 

menyimpulkan dari total 42 berita yang dianalisis, peneliti menemukan adanya 

pelanggaran KEJ dalam berita kampanye pilkada Jawa Timur 2013 yang disiarkan 

                                                           

11Muljono Damopolii, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi 

dan Laporan Penelitian (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013),h. 13-14. 
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TVRI Jawa Timur. Pasal KEJ yang dilanggar adalah pasal 1 dan 3. Terkait pasal 1, 

ditemukandanya berita yang tidak melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak terkait 

informasi yang ada. Selain itu, ada pula berita yang cenderung tidak berimbang, 

karena berita tersebut hanya menampilkan salah satu pihak saja ketika terdapat 

sebuah konflik antara beberapa pihak. Untuk pasal 3, pelanggaran yang ditemukan 

adalah adanya durasi pemberitaan yang tidak berimbang antar masing-masing 

kandidat kepala daerah Jawa Timur. Selain itu, pelanggaran ditemukan pada Pasal 3 

dalam hal tidak melakukan pengujian informasi, serta adanya pencampuran fakta dan 

opini yang menghakimi dalam narasi berita. 

3. Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus AJI dan PWI 

Yogyakarta) 

Skripsi tersebut di atas disusun oleh Pramesti, mahasiswa Universitas Gadjah 

Mada. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan sampel 16 orang 

berdasarkan teknik pengambilan sampel snowbowling. Hasil penelitian Pramesti 

menunjukkan bahwa praktik suap acapkali dilegalkan dan bahkan menjadi budayadi 

kalangan pelaku media. Alasan pembenarannya antara lain menjaga hubungan 

dengan narasumber atau untuk mengatasi masalah kesejahteraan jurnalis yang tidak 

mendapatkan gaji yang layak. Namun, praktik suap tentu saja bertentangan dengan 

kode etik jurnalistik. Praktek ini menyebabkan profesionalitas wartawan menjadi 

dipertanyakan. Praktik suap dapat mengancam kehidupan publik sebab kewajiban 

jurnalis dalam memberitakan kebenaran akan terpengaruh oleh praktik tersebut. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

Thomas, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya 

Judul Persamaan  Perbedaan 

Pelanggaran Kode 

Etik Jurnalistik 

Dalam Berita 

Kampanye 

Pemilihan Umum 

Calon Kepala 

Daerah Jawa 

Timur Periode 

2014-2019 di 

TVRI Jawa Timur 

Letak persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama 

menganalisis Kode Etik 

Jurnalistik 

Letak perbedaan pada fokus 

penelitian dimana fokus 

penelitian Thomas adalah 

pelanggaran Kode Etik 

Jurnalistik dalam berita 

kampanye Pilkada Jawa 

Timur, sedang fokus 

penelitian ini adalah 

penerapan Pasal 2 KEJ pada 

IJTI.  

Letak perebedaan pada aspek 

metode dimana penelitian ini 

mengambil pendekatan 

kuantitatif dengan metode 

analisis isi, sedangkan 

peneliti menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

Pramesti, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 

Penerapan Kode 

Etik di Kalangan 

Jurnalis (Studi 

Kasus AJI dan 

PWI Yogyakarta) 

 

Letak persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama 

menganalisis Kode Etik 

Jurnalistik 

Letak perbedaan pada fokus 

penelitian dimana fokus 

penelitian Pramesti adalah 

pelanggaran KEJ terkait 

praktik suap di kalangan 

jurnalis, sedang fokus 

penelitian ini adalah 

penerapan Pasal 2 KEJ pada 

IJTI dengan berbagai kasus 

yang dieksplorasi.  

Sumber: Data kajian pustaka, diolah 2018. 

Berdasarkan penelusuran pustaka tersebut menunjukkan bahwa tema yang 

terkait dengan penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada anggota IJTI Sulsel 

belum pernah diteliti. Sementara itu, fokus pada penelitian-penelitian terdahulu masih 

sangat luas membahas kode etik jurnalistik beserta pelanggaran kode etik yang 
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dilakukan oleh wartawan. Artinya, belum ditemukan adanya penelitian yang secara 

spesifik membahas mengenai penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada organisasi 

wartawan (studi kasus IJTI). 

E. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, 

maka tujuanpenelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada anggota 

IJTI Sulsel 

b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat penerapan Pasal 2 Kode Etik 

jurnalistik pada wartawan IJTI Sulsel  

2. Kegunaan penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu 

komunikasi dan jurnalisitik melalui studi tentang penerapan Kode Etik 

jurnalistik pada organisasi kewartawanan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang berkompeten, 

baik untuk akademisi, praktisi media dan wartawan, lembaga pemerintah dan 

institusi yang bergelut di bidang pers-media massa dan masyarakat pada 

umumnya sebagai acuan praktis dan literasi ilmiah tentang sisi terapan 

jurnalisme dalam konteks keorganisasian wartawan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Komunikasi Massa 

1. Definisi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan 

elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima 

pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap 

dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Karena itu, massa di sini 

menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca.
1
 

Adapun yang menjadi media antara lain: televisi, radio, internet, majalah, 

koran, tabloid, buku, dan film. Devito dalam uraian Nurudin, menjelaskan definisi 

komunikasi massa secara terperinci yaitu:  

First, mass communication is communication addressed to masses, to an 
extremely large society. This does not mean that the audience include all 
people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it 
means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, 
mass communication is communication mediated by audio and or visual 
transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically 
defined by its; television, radio, newspaper. Magazines, films, books, tapes.

2
 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa komunikasi massa merupakan 

komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang sangat banyak, atau biasa disebut 

massa. Tapi ini tidak berarti bahwa massa yang dimaksud adalah orang-orang yang 

hanya menonton televisi atau membaca koran, melainkan dapat diartikan sebagai 

masyarakat dalam arti luas. Disebutkan juga bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang disalurkan melalui pemancar-pemancar audio dan atau visual. 

                                                           

1Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa. (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 

h. 2 

2Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, h. 11-12 
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Komunikasi mungkin akan lebih mudah dimengerti apabila didefinisikan dengan 

media penunjangnya, seperti televisi, radio, koran, majalah, buku, dan film.  

Menurut Mulyana, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan 

media massa, baik cetak (majalah, surat kabar) atau elektronik (radio, televisi) yang 

dikelola oleh suatu lembaga atu orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 

sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonym dan heterogen. Pesan-

pesannya bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan selintas (khususnya 

media elektronik).
3
 

Definisi yang lebih spesifik menekankan penggunaan media massa adalah 

pendapat yang dikemukakan oleh Bittner bahwa komuniakasi massa adalah pesan 

yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang.
4
 Sementara 

menurut Severin, Tan dan Wright dalam Liliweri, komunikasi massa merupakan 

bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan 

komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal 

yang jauh berpencar, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu.
5
 

Selanjutnya menurut Wright, komunikasi massa didefinisikan dalam tiga ciri 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen 

dan anonim. 

                                                           

3Dedy Mulyana,Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar (Cet. 12; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 75 

4Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Cet. 28, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 188 

5Isti Nursih Wahyuni, Komunikasi Massa (Cet.1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 1-2. 

Lihat juga Alo Liliweri, Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 1991), h. 36 
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b. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadualkan untuk 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan sifatnya 

sementara.  

c. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang 

komplek yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.
6
 

Menurut Gerbner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas 

dimiliki orang dalam masyarakat industri adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang.
7
 

2. Karakteristik Komunikasi Massa 

Menurut Effendy komunikasi massa merupakan salah satu dari komunikasi 

yang memiliki perbedaaan dengan bentuk komunikasi yang lain, karena memiliki 

sejumlah ciri atau karakteristik yang khas,
8
 di antaranya : 

a. Komunikator Terlembaga 

Komunikasi massa, komunikator atau sumber yang menyampaikan pesan 

bukanlah secara personal, namun bersifat melembaga. Lembaga penyampai pesan 

komunikasi massa inilah yang dinamakan media massa, seperti televisi, surat kabar, 

radio, internet. 

b. Pesan bersifat umum 

Proses komunikasi massa pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator 

ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Dengan demikian, maka 

                                                           

6Isti Nursih Wahyuni, Komunikasi Massa, h. 2 

7Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 186 

8Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Cet. 2; Bandung: Mandar 

Maju, 2004), h. 22. Lihat juga HafiedCangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006). 
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proses komunikasi massa bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan, komunikan tersebar 

di berbagai tempat yang tersebar. 

c. Komunikan Heterogen 

Komunikan atau penerima informasi dalam komunikasi massa bersifat 

heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa menyampaikan pesan secara umum 

pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, ras, agama serta memiliki 

beragam karakter psikologi, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, adat budaya, maupun 

strata sosial. 

d. Media massa bersifat Keserempakan 

Artinya media massa adalah kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam 

jarak yang jauh dengan komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya 

berada dalam keadaan terpisah. 

e. Pesan yang disampaikan satu arah 

Artinya tidak terjadi satu interaksi antara komunikator dan komunikan secara 

langsung, sehingga komunikator aktif menyampaikan pesan sementara komunikan 

pun aktif menerima pesan namun tidak ada intekasi diantar kedua yang menyebabkan 

tidak terjadinya proses pengendalian arus informasi. 

f. Umpan Balik Tertunda ( Delayed Feedback ) 

Artinya bahwa seorang sumber atau komunikator tidak dapat dengan segera 

mengetahui reaksi khalayak terhadap pesan yang telah disampaikannya. Umpan balik 

dari komunikan atau khalayak dapat disampaikan melalui telepon, email, atau surat 

yang tidak langsung (indirect) diterima komunikator dan proses pengiriman feedback 

membuthkan waktu tertentu (delayed) 
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3. Fungsi Komunikasi Massa 

Effendy mengemukakan fungsi komunikasi massa secara umum antara lain 

sebagai berikut: 

 

a. Fungsi Informasi 

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 

penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. 

b. Fungsi Pendidikan 

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya, karena media 

massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Salah satu cara mendidik 

yang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-

aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembaca. 

c. Fungsi Memengaruhi 

Fungsi memengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada 

tajuk/editorial, feature, iklan, artikel, dan sebagainya.
9
 

Fungsi komunikasi massa yang lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan (Surveillance) 

Sebagai alat bantu khalayak masyarakat guna mendapatkan peringatan dari 

media massa yang menginformasikan tentang ancaman. 

b. Penafsiran (Interpretation) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa 

tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran atau 

tanggapan sementara terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri 

media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. 

                                                           

9Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, h. 22 
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c. Pertalian (Linkage) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga 

membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama 

tentang sesuatu. 

d. Penyebaran Nilai-Nilai (Transmission of Values) 

Cara media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, 

didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepaa kita bagaimana mereka 

bertindak dan apa yang mereka harapkan. Media mewakili kita dengan model peran 

yang kita amati dan harapan untuk menirunya. 

e. Hiburan (Entertainment) 

Fungsi media massa sebagai fungsi meghibur tiada lain tujuannya adalah 

untuk mengurangi ketengangan pikiran khalayak. 

4. Media Penyiaran Televisi 

Televisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah “sistem 

penyiaran gambar yang disertai bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa, 

menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi 

gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat 

dilihat dan bunyi yang dapat didengar”.
10

 Kata televisi terdiri dari kata tele yang 

berarti “jarak” dalam bahasa Yunani dan kata visi yang berarti “citra atau gamabar” 

dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut 

suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.
11

 

                                                           

10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 1162. 

11Sutisno P.C.S, Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video (Jakarta: PT 

Grasindo, 1993), h. 1. 
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Secara historis televisi lahir karena perkembangan teknologi. Awalnya 

dimulai ketika di temukannya telegraph oleh seorang Amerika bernama S. Morse 

pada tahun 1835. Teknologi ini memungkinkan pengiriman isyarat jarak jauh.
12

 

Pendapat lain mengatakan bahwa televisi lahir sejak ditemukannya electrisce 

telescope antara tahun 1883-1884 sebagai perwujudan gagasan seorang mahasiswa 

dari Berlin, Paul Nipkow untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat 

ketempat lain.
13

 

Uraian di atas menjelaskan tentang aspek sejarah kehadiran televisi sebagai 

bagian dari perkembangan mutakhir teknologi informasi dan komunikasi. Faktanya, 

sejarah tersebut menjelaskan dua tempat berbeda, yakni antara Amerika dan Jerman 

dengan masing-masing penemu atau perintis media televisi. Terlepas dari dua fakta 

berbeda itu, bahasan ini akan difokuskan pada pengertian tentang media penyiaran 

televisi. Untuk memperjelas pengertian tentang media penyiaran televisi, maka perlu 

dibedakan pengertian antara lembaga penyiaran denganpenyiaran televisi, seperti 

penjelasan Komisi Penyiaran Indonesia tentang kedua hal tersebut sebagai berikut: 

a. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran 

publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun 

lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku  

b. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara 

                                                           

12“Telegrafi” Wikipedia the Free Encyclopedia, https://id.wikipedia.org (Diakses 10 Agustus 

2017). 

13Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 2.  
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umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan 

berkesinambungan.
14

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa lembaga penyiaran 

menyangkut klasifikasi secara umum terhadap status sosial-ekonomi organisasi 

pers/media massa, antara lain penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran 

komunitas, dan penyiaran berlangganan yang terikat secara konstitusional dalam 

menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Sedangkan pengertian penyiaran 

televisi merujuk pada aspek fungsional media ini sebagai sarana komunikasi massa 

(audio-visual) melalui perantaraan teknologi elektronik yang kini disebut televisi.             

Sebagian pakar menggabungkan pengertian dari dua kalimat di atas, antara 

lain dikemukakan oleh Cangara dan Khalik, mendefinisikan televisi sebagai lembaga 

penyiaran dan media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan 

dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum dan terbuka, berupa 

program yang teratur dan berkesinambungan.
15

 Secara garis besar, fungsi yang 

dimiliki oleh media penyiaran televisi sama halnya dengan fungsi yang dimiliki oleh 

media penerbitan pers. Fungsi media tersebut antara lain, fungsi menyebarkan 

informasi (to inform), fungsi mendidik (to educate), fungsi menghibur (to entertain), 

dan fungsi mempengaruhi (to influence).
16

 

a. Fungsi menyiarkan informasi 

Menyiarkan informasi adalah fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak 

pembaca, pendengar, dan pemirsa memerlukan informasi mengenai berbagai hal di 

                                                           

14Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Porgram Siaran-

P3SPS (Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia, 2009), h. 6, (Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, No. 3 

tentang Lembaga Penyiaran dan No. 5 tentang Penyiaran Televisi) 

15Hafied Cangara, Abd. Khalik, dan M. Galib, Dasar-Dasar Jurnalistik (Cet.I; Makassar: 

Alauddin Press, 2006), h. 155. 

16Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 64-66. 
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dunia ini mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang 

dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dan sebagainya. 

b. Fungsi mendidik 

Fungsi kedua pers ialah mendidik, sebagai sarana pendidikan massa, pers 

memuat informasi yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca, 

pendengar, dan pemirsa bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara 

implisit dalam bentuk berita. 

c. Fungsi menghibur 

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita- 

berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Isi siaran televisi yang 

bersifat hiburan bisa berbentuk musik, film/sinetron/drama, kuis, komedi, dan 

berbagai siaran lain yang sifatnya menghibur. 

d. Fungsi memengaruhi 

Adalah fungsinya yang keempat ini, yakni fungsi mempengaruhi, yang 

menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Peranan 

penting pers tersebut karena sikapnya yang independen, yang bebas menyatakan 

pendapat, bebas melakukan social control, bukan pers organ pemerintah yang 

membawakan suara pemerintah. Fungsi mempengaruhi khusus untuk bidang 

perniagaan terdapat pada iklan-iklan yang dipesan oleh pemerintah.
17

 

B. Etika Pers dan Profesi Wartawan 

1. Pengertian Etika   

Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya karakter, sifat dan 

disposisi, maksudnya bagaimana seseorang diminta harus berbuat. Etika merujuk 

                                                           

17Komisi Penyiaran Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Porgram Siaran-

P3SPS, h. 6 
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pada konsep tentang nilai-nilai perilaku moral.
18

 Secara etimologi istilah etika dan 

ahlak mempunyai kesamaan makna yaitu kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai 

nilai kontrol. Untuk mendapatkan rumusan pengertian akhlak dan etika dari sudut 

terminologi, ada beberapa istilah yang dapat diuraikan. Haidar Bagir dalam uraian 

Abdullah, menyamakan ahklak dengan moral, yang lebihmerupakan suatu nilai baik 

dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu dari 

akhlak atau dapat dikatakan etikadalah ilmu yang mepelajari perihal baik dan buruk.
19

 

Guwandi dalam uraian Armansyah, menyebutkan tiga macam pengertian 

etika, yakni: (a) etika sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai seseorang 

atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya; (b) etika sebagai 

kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan moralitas, sesuatu yang dianggap 

baik atau buruk; (c) etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari 

sudut norma dan nilai moral.
20

 Menurut Ward dalam uraian Nasution, etika juga 

didefinisikan sebagai “analisis, evaluasi dan promosi perilaku yang benar atau 

karakter yang bagus menurut standar terbaik yang ada”.
21

 Lebih lanjut Altschull 

dalam uraian Nasution mendefinisikan etika sebagai “studi tentang pembentukan 

nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip mengenai benar dan salah”.
22

 

Adapun menurut American Heritage Dictionary: Description of Ethic, 

disebutkan bahwa etik memiliki beberapa arti:  

                                                           

18Zulkarnaen Nasution, Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar (Cet I; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2015), h. 23 

19Amin Abdullah, Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam (Bandung: Mizan, 2002), 

h. 15. 

20Armansyah, Pengantar Hukum Pers (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 103  

21Zulkarnaen Nasution, Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2015), h. 27 

22Zulkarnaen Nasution, Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar, h. 84 
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a) Seperangkat prinsip perilaku yang benar; suatu teori atau sistem nilai-nilai 
moral, b) Studi tentang sifat umum dari moral dan pilihan-pilihan moral yang 
spesifik yang dibuat oleh seseorang.

23
 

Dari beberapa pengertian etika di atas, dapat disimpulkan bahwa etika 

merupakan suatu aturan mengenai baik dan buruk serta benar atau salah mengenai 

perilaku yang ditetapkan berdasarkan standar tertentu. Dalam hal ini memungkinkan 

adanya perbedaan penerapan etika di setiap tempat, karena dikembalikan pada 

standar yang diberlakukan di wilayah yang bersangkutan. Namun intinya etika 

memberikan sebuah penilaian tersendiri terhadap perilaku, apakah dianggap baik atau 

buruk, maupun benar atau salah. 

Terdapat banyak etika dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah etika 

pers. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya terkait pengertian etika yang terkait 

dengan hal baik dan buruk, maka dapat dikatakan bahwa etika pers merupakan hal 

yang dianggap baik maupun buruk dalam kehidupan pers. Menurut Suseno dalam 

uraian Tebba, etika pers menyangkut peranan dan tanggung jawab pers dalam 

masyarakat modern.
24

 

2. Etika Profesi Wartawan   

Sementara itu menurut Siregar dalam Jurnal Dewan Pers, mendefinisikan 

etika sebagai pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku 

manusia dalam masyarakat. Etika secara praktis memberikan orientasi bagaimana 

seseorang harus bertindak. Pengetahuan etika ini dapat terwujud dalam tindakan etis, 

jika individu memiliki kesadaran hati nurani.
25

 Lebih lanjut Siregar mengatakan 

                                                           

23Zulkarnaen Nasution, Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar, h. 27 

24Sudirman Tebba, Etika Media Massa Indonesia(Tangerang: Pustaka irVan, 2008), h.13 

25Dewan Pers, Standar Kompetensi Wartawan; Sumbangannya Bagi Peningkatan 

Profesionalisme Wartawawan (Jakarta: Jurnal Dewan Pers, Edisi No. 11, Desember 2015 
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dalam kaitannya dengan media pers, dapat difokuskan kepada etika bersifat 

imperatif,
26

 seperti dalam gambar berikut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Kode Etik dengan Profesi Pers 

Menurut Siregar, norma imperatif bersifat langsung dalam tindakan 

profesional bagi pelaku pers bersumberdari organisasi pers (sebagai anggota) dan 

korporasi pers (sebagai personel). Dengan begitu kalau ada norma etik yang berasal 

dari luar organisasi (profesi dan korporasi) pers seperti KEWI Dewan Pers dipandang 

sebagai acuan, dan dari sini masing-masing organisasi menyusun sendiri kode etik 

dan kode perilaku yang lebih spesifik.  

                                                           

26”Dari Kode Etik Wartawan Indonesia ke Dewan Pers”, Blog Ashadi Siregar, 

https://ashadisiregar.files.wordpress.com (Diakses 18 Februari 2018) 
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Secara substansial KEWI sudah lengkap untuk menjadi acuan. Norma etis 

dalam penyelenggaraan media pers pada hakikatnya adalah untuk menata hubungan 

jurnalis dengan jurnalis, hubungan jurnalis dengan narasumber, hubungan institusi 

pers dengan warga masyarakat secara umum. Keberadaan institusi Dewan Pers 

bersifat sosiologis, karenanya bukan sebagai suprastruktur perpanjangan kekuasaan 

negara. Sifat sosiologisnya diwujudkan melalui hubungan antar institusi secara lateral 

dalam konteks tujuan bersama. 

C. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 

1. Pengertian dan Asas KEJ 

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 

Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 

40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah 

agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan 

menyajikan informasi. Kode etik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kode 

Etik Jurnalistik versi Dewan Pers sebagai konsep regulasi pers yang universal di 

Indonesia.
27

 

Menurut Bertens dalam uraian Anwar, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah 

aturan tata susila kewartawanan, dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, 

tingkah laku dan tata karma penerbitan.
28

 Dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik 

yang sekarang berlaku antara lain berdasarkan kesepakatan 29 organisasi pers seluruh 

Indonesia di Jakarta tanggal 14 maret 2006, peraturan Dewan Pers No. 6/peraturan-

                                                           

27”Kode Etik Jurnalistik”, Website Resmi Dewan Pers, http://dewanpers.or.id  (Diakses 18 

Februari 2018). 

28Rosihan Anwar, Wartawan dan Kode EtikJurnalistik(Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 

1996), h. 11-12 
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DP/V/2008, serta pasal 7 ayat 2 undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers yang 

menyebut “wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.
29

 

Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini sudah dirancang dengan 

memperhatikan kemungkinan daya lakunya di berbagai media. Kode Etik Jurnalistik 

mengandung nilai-nilai dasar di bidang jurnalistik yang dapat dipakai di semua 

media. Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik ini juga berlaku untuk media cetak, 

radio, televisi, dan sebagainya.Inti kandungan dari Kode Etik Jurnalistik adalah 

empat asas, yakni asas moralitas, asas demokratis, asas profesionalitas, dan asas 

supremasi hukum.
30

 

Asas moralitas adalah nilai-nilai moralitas yang menjadi kandungan utama 

dari Kode Etik Jurnalistik, Asas demokratis adalah nilai demokratis yang dikandung 

oleh Kode Etik Jurnalistik, Asas profesionalitas adalah nilai-nilai professional yang 

dikandung dalam Kode Etik Jurnalistik, dan asas hukum dalam Kode Etik Jurnalistik 

adalah nilai hukum yang diadopsi dan atau didukung oleh Kode Etik Jurnalistik.
31

 

a. Asas Moralitas 

1) Wartawan tidak boleh beritikad buruk 

2) Wartawan tidak boleh membuat berita cabul dan sadis 

3) Wartawan tidak menyebut identitas korban kesusilaan 

4) Wartawan tidak menyebut identitas anakanak yang melakukan kejahatan 

                                                           

29Wina Armada Sukardi, Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode EtikJurnalistik, 

(Jakarta: Dewan Pers, 2012), h. 329 

30Wina Armada Sukardi, Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode EtikJurnalistik, 

h. 334-336 

31Wina Armada Sukardi, kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

h. 336 
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5) Wartawan tidak berprasangka dan diskriminatif terhadap segala jenis 

perbedaan, baik itu perbedaan jenis kelamin, bahasa, suku agama, dan antar 

golongan (SARA) 

6) Wartawan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, dan sakit (jasmani 

dan rohani) 

7) Wartawan tidak menerima suap 

8) Wartawan menghormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan umum;  

9) Wartawan melaksanakan kewajiban koreksi.
32

 

b. Asas Demokratis  

Asas demokratis dalam Kode Etik Jurnalistik meliputi keharusan wartawan 

untuk menghasilkan berita yang berimbang dan bersikap independen, serta kewajiban 

untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.
33

 

c. Asas Profesionalitas 

1) Wartawan harus membuat berita yang akurat 

2) Menunjukkan identitas kepada narasumber 

3) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya  

4) Selalu menguji informasi  

5) Dapat membedakan fakta dan opini 

6) Wartawan juga tidak boleh membuat berita bohong dan fitnah 

7) Wartawan diminta untuk mencantumkan waktu peristiwa dan atau 

pengambilan/penyiaran gambar 

                                                           

32Wina Armada Sukardi, kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

h. 337 

33Wina Armada Sukardi, kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

h. 339 
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8) Wartawan juga harus menghargai ketentuan embargo, off the record, informasi 

latar belakang  

9) Wartawan juga harus menjelaskan reka ulang.
34

 

d. Asas Supremasi Hukum  

Asas supremasi hukum diantaranya wartawan tidak boleh melakukan plagiat, 

wartawan menghormati asas praduga tak bersalah, wartawan memiliki hak tolak, 

serta tidak menyalah gunakan profesinya.
35

 

2. Fungsi Kode Etik Jurnalistik 

Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah agar para pengemban profesi 

berlaku etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. Tujuan standar ini adalah 

untuk menjamin kaum professional dapat bertanggungjawab dalam tingkat tertinggi 

dari penampilannya dan mempertahankan mereka untuk setia pada kewajiban 

kejujuran, kesetiaan dan kewajiban. Kode etik hanya akan efektif jika wartawan 

(jurnalis) mengetahui dan menggunakan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
36

 

Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menegakkan standar masyarakat, 

dan jurnalisme yang telah ditetapkan bagi profesi ini, tujuan penting yang hendak 

dicapai adalah : 

a. Jurnalis dapat dipercaya akurat, jujur dan indenpenden,dan memenuhi janji. 

b. Jurnalis menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera komunikasi. 

c. Jurnalis wartawan memiliki penghargaan yang tinggi kepada pripasi personal. 

d. Jurnalis memperlakukan orang dengan sopan dan tatakrama. 

e. Jurnalis bersikap adil dan tidak memihak. 

                                                           

34Wina Armada Sukardi, kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

h. 339 

35Wina Armada Sukardi, kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 

h. 341 

36Nurudin, Jurmalisme Massa Kini(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 77 
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f. Jurnalis memperhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta dan opini yang 

dipakai dalam penulisan berita. 

g. Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan. 

h. Jurnalis mendengarkan pertanyaan dan keluhan dari publik 

i. Jurnalis berusahan memberikan yang terbaik dalam setiap aspek 

pekerjaannya.
37

 

Berkaitan dengan etika jurnalistik, pers didorong untuk ikut mengabdi kepada 

kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Hal ini 

kemudian menyebabkan pers dianggap sebagai abdi masyarakat (public servant). 

Anggapan pers sebagai public servant membuat pers harus memiliki sifat jujur, 

objektif. Bahkan menurut Pulitzer dalam uraian Armansyah, jurnalistik membutuhkan 

orang-orang yang berani dan bermoral.
38

 

Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya 

mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan masyarakat 

kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka 

sebaik-baiknya. Menurut Nasution. pada dasarnya etika memberi arah kepada para 

jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah kepercayaan tersebut dijaga dan 

dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang 

dirumuskan dalam kode etik.
39

 

Namun demikian, menurut Luwarso, meskipun telah disebutkan bahwa 

jurnalis memerlukan dan bahkan telah memiliki etika, nyatanya masih saja ada 

jurnalis nakal yang kerap kali melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Tindakan-

tindakan yang disebut sebagai dosa-dosa pers ini diantaranya berupa penyimpangan 

                                                           

37Nurudin, Jurmalisme Massa Kini, h.77 

38Armansyah, Pengantar Hukum Pers, h. 105 

39Zulkarnaen Nasution, Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar, h. 13 
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informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, 

meracuni pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan.
40

 

D. Profesionalitas Wartawan 

Pengertian profesionalitas wartawan dapat dijelaskan dengan menguraikan 

terlebih dahulu arti kata profesi. Siregar dalam uraian Sobur, mengemukakan bahwa 

profesi pada dasarnya adalah kegiatan dalam pranata sosial. Dalam interaksi sosial, 

pelakunya diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu. Karena itu, tujuan 

profesional pelakunya adalah memenuhi harapan lingkungan sosial yang didalamnya 

ia berada.
41

 Sobur mengatakan bahwa lapangan pekerjaan dapat dikatakan sebagai 

profesi bila terdapat kategori, yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge) 

b. Penerapan keahlian (competence of applications) 

c. Tanggung jawab sosial (social responsibility) 

d. Pengawasan diri (self controll) 

e. Pengakuan oleh masyarakat (social santcion) 

Definisi lain juga menyebutkan bahwa profesi harus memenuhi tiga 

persyaratan, yaitu pengetahuan, ijazah dan lisensi, serta badan pengawas.
42

 Lebih 

lanjut dijelaskan pengertian wartawan sebagai suatu profesi.Adinegoro dalam uraian 

Sobur, mengemukakan bahwa wartawan adalah orang yang hidupnya bekerja sebagai 

                                                           

40Lukas Luwarso dan Samsuri, Pelanggaran Etika Pers(Jakarta: Dewan Persbekerjasama 

dengan FES, 2007), h. 36-38 

41Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani (Bandung: Humaniora Utama 

Press, 2001), h. 86.   

42Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani, h. 77. 
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anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggung 

jawab terhadap isi surat kabar maupun di luar kantor redaksi sebagai koresponden.
43

 

Pengertian Adinegoro tentang wartawan tersebut menjelaskan ruang lingkup 

yang khusus pekerjaan bagi wartawan hanya pada aspek media cetak atau surat kabar 

dan majalah. Sementara dalam konteks yang lebih luas, ditemukan pengertian yang 

mencakup bidang kerja wartawan yang beragam. Dalam Undang-Undang Pers 

Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (4) dikemukakan bahwa  

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan 

jurnalistik”. Sementara arti kegiatan jurnalisitk meliputi; mencari, 

memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lainnya melalui media cetak, 

media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
44

 

Dapat disimpulkan bahwa wartawan adalah siapa pun yang melakukan 

pekerjaan yang berkaitan dengan warta atau berita dapat disebut wartawan, baik 

mereka yang bekerja pada surat kabar, majalah, radio, televisi, film, maupun kantor 

berita. Wartawan dikatakan sebagai profesi karena memiliki kode etik wartawan. 

Dalam konteks hukum pers, kata profesi juga bisa ditemukan dalam penafsiran Kode 

Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Dalam penafsiran tersebut, setidaknya bisa 

ditemukan enam kata profesi, yaitu tiga kata pada penafsiran pembukaan, dua kata 

pada penafsiran pasal 1, dan satu kata pada penafsiran pasal 16 pada penafsiran ini 

juga ditemukan tiga kata profesional, yakni pada penafsiran bab 1 Kepribadian dan 

Integrasi Wartawan, ayat 3; kemudian pada pasal 12, ayat 1; dan pasal 17, ayat 1.
45

 

Demikian halnya dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga terdapat 

pengertian atau penjelasan mengenai Profesi, yakni pada pasal 1, alinea terakhir, 

                                                           

43Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani, h. 101.   

44H.M. Zaenuddin, The Journalist. Cet. 1. Jakarta: Pustakaraya, 2007. h. 255. 

45Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani, h. 103.   
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disebutkan bahwayang dimaksud dengan profesi ialah pekerjaan tetap yang memiliki 

unsur-unsur: himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus, keterampilan untuk 

menerapkannya, tata cara pengajuan yang objektif, dan kode etik serta lembaga 

pengawasan dan pelaksanaan penataannya.
46

 Selain itu, wartawan sebagai suatu 

profesi karena memiliki organisasi atau asosiasi wartawan seperti; Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis 

Televisi Indonesia (IJTI) dan asosiasi wartawan lainnya. 

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Suatu pekerjaan 

dikategorikan sebagai profesi jika terdapat asosiasi profesi, kode etik, dan suatu 

pendidikan khusus. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut 

profesional. Wartawan merupakan profesi, oleh karena itu orang yang bekerja sebagai 

wartawan disebut sebagai profesional. Jika ditelaah menurut perspektif hukum, 

makna wartawan sesungghnya profesional. Karena pekerjaan wartawan sudah diatur 

dalam Kode Etik yang dilandasi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
47

 

Definisi maupun syarat wartawan profesional tidak dituliskan secara eksplisit 

dalam UU Pers. Pada Bab 3 UU Pers yang meliputi pasal tentang wartawan
48

, hanya 

dituliskan mengenai wartawan yang bebas memilih organisasi wartawan, menaati 

Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7) dan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam 

melaksanakan profesinya (Pasal 8). Namun dalam uraian Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 

menggunakan istilah profesionalitas wartawan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2; 

“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan 

tugas jurnalistik”. 

                                                           

46Alex Sobur, Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani, h. 103.   

47KEWI ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai kode etik jurnalistik yang bersifat nasional. 

Lihat selengkapnya, H.M. Zaenuddin., The Journalist.Cet. 1. Jakarta: Pustakaraya, 2007. h. 247-248.  

48Hikmat Kusumaningrat, op. cit. h. 331. 
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Dari pemaparan teoretis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wartawan 

profesionaladalah wartawan yang mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan 

aturan yang berlaku baik Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik yang 

dikeluarkan oleh asosiasi wartawan, atau kesepakatan berbagai asosiasi wartawan. 

Selain itu, secara personal wartawan dituntut memiliki kompetensi sebagaimana 

uraian sub pembahasan berikut. 

E. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia 

yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh 

informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan 

Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, 

keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.Dalam melaksanakan fungsi, hak, 

kewajiban dan peranannya, pers menghormati hakasasi setiap orang, karena itu pers 

dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrololeh masyarakat.
49

 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 

memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral 

dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik 

dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia 

menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: 

  

                                                           

49Dewan Pers, ”Kode Etik Jurnalistik”, Situs Resmi Dewan Pers.http://dewanpers.or.id 

(Diakses 22 Februari 2018) 
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1. Pasal 1 

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, 

berimbang, dan tidak beritikad buruk. 

Penafsiran 

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara 

hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain 

termasuk pemilik perusahaan pers. 

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa 

terjadi. 

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata 

untuk menimbulkan kerugian pihak lain. 

2. Pasal 2 

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam 

melaksanakan tugas jurnalistik. 

Penafsiran 

Cara-cara yang profesional adalah: 

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 

b. menghormati hak privasi; 

c. tidak menyuap; 

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara 

dilengkapidengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara 

berimbang; 
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f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, 

foto, suara; 

g. tidak melakukan p lagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain 

sebagai karya sendiri; 

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita 

investigasi bagi kepentingan publik. 

3. Pasal 3 

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara 

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan 

asas praduga tak bersalah. 

Penafsiran 

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran 

informasi itu. 

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing 

masing pihak secara proporsional. 

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda 

dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan 

atas fakta. 

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 

4. Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

Penafsiran 

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan 

sebagaihal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 
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b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan 

niatburuk. 

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, 

suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu 

birahi. 

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan 

waktu pengambilan gambar dan suara. 

5. Pasal 5 

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan. 

Penafsiran 

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang 

yang memudahkan orang lain untuk melacak. 

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. 

6. Pasal 6 

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima 

suap. 

Penafsiran 

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil 

keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum 

informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. 

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari 

pihak lain yang mempengaruhi independensi. 
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7. Pasal 7 

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang 

tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan 

embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. 

Penafsiran 

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan 

narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. 

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan 

permintaan narasumber. 

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber 

yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. 

d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak 

boleh disiarkan atau diberitakan. 

8. Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan 

prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras,warna 

kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang 

lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

Penafsiran 

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum 

mengetahui secara jelas. 

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. 

9. Pasal 9 

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan 

pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 
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Penafsiran 

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. 

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya 

selainyang terkait dengan kepentingan publik. 

10. Pasal 10 

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang 

keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, 

pendengar, dan atau pemirsa. 

Penafsiran 

a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada 

maupun tidak ada teguran dari pihak luar. 

b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi 

pokok. 

11. Pasal 11 

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara 

proporsional. 

Penafsiran 

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 

tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang 

merugikan nama baiknya. 

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan 

informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang 

orang lain. 

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

d. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. 
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e. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan olehorganisasi 

wartawan dan atau perusahaan pers.
50

 

Penjelasan penafsiran pasal 2 di atas adalah sebagai berikut: 

1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; 

Identitas diri adalah kesadaran akan diri yang bersumber dari observasi dan 

penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu 

kesatuan yang utuh.  

2) Menghormati hak privasi; 

Setiap wartawan harus menghormati permintaan narasumber untuk tidak 

menyebarkan segala data tentang dirinya dan keluarganya jika dapat menganggu 

keamanan mereka. selain itu wartawan juga harus menghormati setiap permintaaan 

narasumber untuk menunda penayangan berita.   

3) Tidak menerima suap; 

Menyalahgunakan profesi adalah segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk 

kepentingan pribadi dan dilakukan selama bertugas. Suap di sini bukan hanya sekedar 

uang, namun segala bentuk barang dan fasilitas.  

4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; 

Setiap wartwan harus senantiasa bersikap independen yang artinya 

memberikan fakta atau peristiwa nyata tanpa adanya paksaan atau gangguan apapun.   

5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara 

dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara 

berimbang; 

                                                           

50Dewan Pers, ”Kode Etik Jurnalistik”, Situs Resmi Dewan Pers.http://dewanpers.or.id 

(Diakses 22 Februari 2018) 
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Wartawan harus selalu berhati hati dan selalu melakukan pemeriksaan 

berulang-ulang sebelum memberitakan sesuatu, berimbang dalam arti tidak condong 

terhadap satu pihak. Selain itu, setiap wartawan juga harus dapat memisahkan fakta 

dan opini, serta tidak menghakimi narasumber.
51

 

6) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, 

foto, suara; 

 Praktek di lapangan yang dilakukan wartawan kepada narasumber untuk 

menghormati pengalaman traumatik dengan cara mengblurkan wajah narasumber 

atau pengambilan gambar dapat dilakukan dengan memotret dari belakang, samping 

ataupun menutup wajahnya. 

7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain 

sebagai karya sendiri; 

Pada umumnya wartawan Harian umum mercusuar mengambil referensi dari 

media online ”Antara”. Namun mereka tidak lupa menyertakan sumbernya di akhir 

paragraf. 

8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita 

investigasi bagi kepentingan publik. 

Wartawan melakukan cara-cara tertentu dengan melakukan penyamaran, 

menyembunyikan alat perekam, membelikan makanan dan minuman untuk 

narasumber juga mereka bersikap seperti pelanggan.  

F. Jurnalistik dalam Perspektif Islam 

Peranan dan tanggung jawab pers yang paling utama dalam masyarakat tentunya 

adalah menyampaikan informasi. Karena itulah pers dituntut untuk menyajikan 

                                                           
51 http://dewanpers.or.id 
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informasi yang berorientasi pada kebenaran. Sejalan dengan konsepsi jurnalisme 

dalam perspekti Islam, bahwa kebenaran suatu berita perlu ditelaah atau dilakukan 

sebuah proses tabayyun agar pesan yang terakandung dalam sebuah berita tidak 

menyestkan khalayak. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS.Al-Hujurat/49:6: 

G.                                          

       (6) 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 

Tafsir Al-Misbah sebagaimana yang diuraikan Shihab, dijelaskan ayat ini 

menolak berita orang-orang fasiq dan mensyaratkan keadilan, baik dia perawi 

ataupun saksi dan membolehkan umat menerima kabar/berita seorang yang adil. 

Secara historis, yang melakukan perbuatan fasiq dalam ayat tersebut adalah orang 

muslim,
52

 sehingga tidak ada jaminan bahwa jika seseorang telah memeluk agama 

Islam telah berlaku baik dalam segala aspek. Lebih lanjut Shihab menjelaskan prinsip 

seorang mukmin haruslah jujur (apalagi mereka adalah seorang sahabat, tentunya 

mempunyai keimanan yang lebih tinggi daripada generasi penerusnya), juga 

dikerenakan orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidaklah mudah 

dibohongi dan bahwa mereka akan meneliti kebenaran setiap informasi, sehingga 

seorang fasik dapat dipermalukan dengan kebohongannya.
53

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka jelas bahwa wartawan menjadi 

penentu arus informasi media, sebab di tangan mereka sebuah informasi dan berita 

diproduksi berdasarkan realitas yang terjadi. Oleh karena itu, Dalam menjalankan 

                                                           

52M. Quraisy Shihab,Tafsir Al Misbah Volume XIII (Jakarta: Lantera Hati, 2002), h. 237 

53M. Quraisy Shihab,Tafsir Al Misbah, h. 238 
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aktivitas sebagai seorang jurnalis, setiap wartawan dikatakan harus menjadikan 

kejujuran sebagai prinsip utama dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan 

merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis yang berarti sebuah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan 

perspektifnya dalam  dunia dari  segi konsep,  perilaku,  persepsi dan persoalan 

tentang manusia yang diteliti. Denzim dan Lincoln dalam uraian Moleong 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
1
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik 

pada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan. Selain itu akan 

diteliti mengenai faktor apa saja yang menghambat penerapan Pasal 2 Kode Etik 

jurnalistik pada anggota IJTI Sulsel. Dengan fokus tersebut, penelitian ini 

membutuhkan jawaban empiris sehingga desain penelitian studi kasus relevan 

digunakan untuk memperoleh data-data empiris dari informan penelitian. Studi kasus 

adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki 

pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. 

Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa 

program, peristiwa, aktivitas, individu atau organisasi.
2
 

 

                                                           

1Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif (Cet.15; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h.5-6. 

2Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 3-28 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor sekretariat Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI) yang berkedudukan di Jalan Landak Baru No.48, Makasar, Sulawesi 

Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa di tempat ini 

terdapat informan yang akandipilih sebagai subjek penelitian yang akan menjawab 

fokus permasalahan penelitian. Rentang waktu yang digunakan untuk meneliti 

berkisar 1 bulan sejak proses observasi awal dilaksanakan hingga tahap akhir 

penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Kerangka umum suatu penelitian, metode pendekatan terdiri atas dua 

perspektif, yakni pendekatan keilmuan dan pendekatan studi kasus.
3
Berdasarkan 

orientasi akademik dan kompetensi penulis, pendekatan keilmuan yang digunakan 

adalah ilmu komunikasi khususnya teori komunikasi massa dan ilmu jurnalitik 

berkenaan dengan teori etika jurnalistik. Sedang aspek metodologi yang dimaksud 

adalah metode pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah salah  satu metode 

penelitian dalam ilmu sosial sebagai hasilnya akan di peroleh pemahaman yang 

mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset 

selanjutnya. 

C. Sumber Data 

Menurut Lofland dalam kutipan Moleong, sumber data dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, data tertulis, dokumen, grafik dan statistik.
4
 

                                                           

3MuljonoDamopolii, Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi 

dan Laporan Penelitian (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 

4Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112. 
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Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua rangkaian data, yaitu data sekunder 

dan data primer. Data sekunder yang dimaksud berupa data-data literatur atau hasil 

kajian pustaka (library resaerch) berupa jurnal penelitian, referensi buku ilmiah, 

majalah, surat kabar, referensi internet dan data tertulis lainnya yang relevan dengan 

orientasi penelitian. Sedangkan data primer bersumber dari penelitian lapangan (studi 

kasus) berupa hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap aktivitas jurnalis pada 

media lokal khususnya jurnalis yang tergabung dalam IJTI Sulsel. Penelitian ini, 

metode observasi berisfat partisipatif, namun peneliti dalam kategori pasif. 

Maksudnya, peneliti terlibat langsung dalam keseharian objek penelitian yang sedang 

diamati, tetapi tidak sepenuhnya terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Proses 

observasi digunakan instrumen penelitian berupa alat bantu rekam peristiwa, seperti 

camcorder, kamera foto, maupun catatan lapangan. 

2. Wawancara  

Menurut Lincoln dan Guba, tujuan wawancara adalah untuk mengkonstruksi   

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.
5
 Adapun jenis 

wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara mendalam. Tujuan wawancara 

adalah untuk memperoleh dan menggali data secara jelas dan konkret tentang 

penelitian dengan informan yakni anggota IJTI Sulsel serta beberapa informan yang 

dianggap mampu memberikan data-data penelitian. 

                                                           

5Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186 
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Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan yang non 

kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel 

teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
6
 

Penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive 

sampling dan snowball sampling. Berikut adalah daftar informan kunci (key 

informan) yang dipilih berdasarkan pertimbangan teknik snowball sampling: 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

Nama informan Asal Media 

1. Hudzaifah Kadir Ve Channel (5 th)  

Trans 7 (8th) 

2. Muh Agus Trans 7 (12th) 

3. Abdullah Mustamin Tv One (5th) 

4. Vinzen Waldi Metro Tv (5th) 

5. Zakiuddin Akbar Tv One (5th) 

6. Raiz Sahab Tv One (5th) 

7. Asmawirana Putri Kreatif Program (24th)  

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yanglengkap, maka harus 

mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Penentuan sampel 

dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 

Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan 

                                                           

6Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 223 dan 298 
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memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang 

diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.
7
  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam bentuk dokumen, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan 

maupun gambar yang digunakan sebagai pelengkap penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian.
8
 Data dokumentasi yang dimaksud terutama 

bersumber dari arsip organisasi IJTI Sulsel yang memuat profil organisasi dan 

dokumen relevan lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 

instrumen kunci. Kedudukan  peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif 

adalah hal yang utama karena sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 

data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.
9
 Dalam kaitan ini, 

peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dengan menggunakan catatan 

pengamatan (fieldnote) dan alat bantu rekam peristiwa seperti camcorder dan kamera 

foto. Selain itu proses wawancara terhadap subjek/informan memungkinkan adanya 

penggunaan instrumen berupa teks wawancara yang berfungsi sebagai pedoman bagi 

peneliti dan informan untuk mengungkap suatu permasalahan.  

  

                                                           

7Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

300-301 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&, h. 204.  

9Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendir 

maupun orang lain.
10

 Jadi teknik analisis data adalah metode yang digunakan dalam 

menganalisis data-data penelitian yang telah dikumpulkan. 

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam metode analisis data dalam 

penelitian ini adalah model interaksi Miles dan Huberman, yakni analisis data 

dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu.
11

 Teknik analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akanmemberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencari bila 

                                                           

10Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif, h. 89.  

11Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 246. 



49 

 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer 

mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
12

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.
13

 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada dilapangan.
14

 

                                                           

12Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 247 

13Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 249 

14Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 252 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan melalui tahap pengecekan 

kredibilitas data dengan teknik triangulation yaitu mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber, metode dan 

teori.
15

 Adapun model trianggulasi yang digunakan adalah memberchek, yaitu proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Tujuan memberchek adalah untuk mengetahuiseberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Cara yang ditempuh 

adalah mengkonfirmasi informan, apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 

informan berarti datanya telah valid, sehingga semakin kredibel dan dapat dipercaya, 

tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak 

disepakati oleh informan maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan informan, 

dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuan dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh informan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil  IJTI Sulsel 

1. Sejarah IJTI Sulsel 

IJTI Pengda Sulsel berdiri sejak awal kongres I pada tanggal 8-9 Agustus 

1998 dan secara resmi pada tahun 1999, terbentuk 9 Korda pengurus IJTI Daerah 

salah satunya di provinsi Sulawesi Selatan. Kesembilan Korda tersebut adalah; 1) 

Korda Jawa Barat di Bandung , dengan Ketuanya Ilmi Hatta. 2) Korda Jawa Tengah 

di Semarang, dengan Ketuanya Bambang Hengky. 3) Korda Jawa Timur di Surabaya, 

dengan Ketuanya Dheny Reksa. 4) Korda Sumatera Utara di Medan (meliputi Aceh 

dan Riau) dengan Ketuanya Bagi Astra Sitompul. 5) Korda Sumatera Selatan di 

Palembang, dengan Ketuanya Epran Mendayun. 6) Korda Kalimantan Selatan di 

Banjarmasin, dengan Ketuanya Beben Mahdian Noor. 7) Korda Sulawesi Selatan di 

makassar, dengan ketuanya Hussain Abdullah. 8) Korda Sulawesi Utara di Manado, 

dengan Ketuanya Fais Albar. 9) Korda Bali dan NTB di Denpasar, dengan Ketuanya 

Moh. Hafizni. 

Adapun yang pertama kali memmipin IJTI Pengda Sulsel yakni Husain 

Abdullah (RCTI) sebagai Ketua dan di masa kepemimpinannya memiliki berbagai 

program kerja. Berselang dengan perkembangan generasi jurnalis Tv, Husain 

Abdullah mengakhiri masa jabatannya dan secara aklamasi menunjuk Ano Suparno 

(Trans Tv) yang turut menjadi kepala biro Trans Tv Kota Makassar secara sah 

memegang kepemimpinan IJTI Pengda Sulsel di periode 2013-2016. Pada masa 

kepengurusan Ano Suparno, sejumlah wartawan Tv dari berbagai industry media 

dirangkul dan bekerjasama. Tepat 14 Mei 2017, IJTI Pengda Sulsel mengelar 
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Musyawarah Daerah (Musda) dan melibatkan puluhan jurnalis Tv baik di Kota 

Makassar maupun Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, hingga Musda I yang 

berlangsung di Makassar secara resmi Hudzaifah Kadir terpilih sebagai ketua IJTI 

Pengda Sulsel periode 2017-2020, yang sebelumnya di masa kepengurusan Ano 

Suparno, Hudzaifah Kadir menjabat sebagai Koord.Advokasi dan Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Logo IJTI Pengda Sulsel 

2. Visi dan Misi IJTI 

a. Visi 

Mewujudkan masyarakat madani melalui kemerdekaan pers yang mendidik, 

mencerdaskan dan bertanggung jawab 

b. Misi 

Mewujudkan korp jurnalis televisi Indonesia yang mandiri, bebas dan 

bertanggung jawab. Mewujudkan jurnalis televisi yang memiliki kemampuan 

profesional, serta kesetiakawanan profesi dan hidup dalam kesejahteraan jasmani 

dan rohaniah. Merawat dan mengembangkan profesionalisme jurnalis televise 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-hq501_HZqEM/WSQDdtkZ2II/AAAAAAAAAGQ/xWA1cljP630FT9KaR0oY8w_XAyX4AcRFwCLcB/s1600/IJTI+SULSEL.jpg
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3. Struktur Pengda IJTI Sulsel 

Ketua  :  Hudzaifah Kadir ( Ve Channel TV ) 

Sekretaris  :  Fajar Thalib ( Metro TV ) 

Wakil Sekretaris  :  Muh. Sardi (MNC) 

Bendahara  :  Reinhard Soplantila (CNN Indonesia) 

Wakil Bendahara  :  Asmawirana Putri (Ve Channel TV ) 

a. Bid.Advokasi  

Kepala Bidang : Zaqiuddin Akbar ( TV One ) 

Anggota  : Ikhsan Muchsin ( TV One ), Muhammad Agus (Ve Channel 

TV ), Arif Tirta (Kompas TV) 

b. Bidang Internal dan Organisasi  

Kepala Bidang :  Abdullah Mustamin ( TV One ) 

Anggota  : Muhammad Nur Leo (MNC) Irsan Syawal (Ve Channel TV) 

c. Bidang Diklat dan Kompetensi  

Kepala Bidang :  Vincent Waldy ( Metro TV ) 

Anggota  :  Arham Hamid ( MNC Media), Harun (Ve Channel), Andi 

Deri Sungguh (MNC)  

d. Bidang Eksternal (Humas)  

Kepala Bidang :  Faisal Wahab ( Metro TV ) 

Anggota  :  Sulhar Andiz ( TV One ), Rama Luddin ( Kompas TV ) 

Erwin Ijarta ( Ve Channel TV )  

e. Bidang Sosial  

Kepala Bidang :  Rais Sahabu (TV One) 

Anggota  : Muhammad Nur Bone (MNC), Yul Yusvin (MNC), Andry 

Reski (Kompas TV) 
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f. Koord. Daerah Toraja :  Tana Toraja, Toraja Utara – Mamasa Jufri 

Tonapa (MNC) 

g. Koord. Daerah Ajatappareng : Enrekang, Pinrang, Sidrap, Pare Pare, Barru – 

Muhammad Fauzan (Trans 7) 

h. Koord. Daerah Bosowa :  Bone, Soppeng, Wajo – Bahtiar Parenrengi 

(Metro TV) 

i. Koord. Daerah Luwu Raya :  Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo – 

Jaya Hartawan (Trans TV) & Yansto Tambing 

(Rakyatku TV/rakyatku.com) 

j. Koord Maminasata :  Maros, Pangkep – Muhammad Bakri (Trans 7) 

k. Koord Selatan Selatan I :  Gowa, Takalar, Jeneponto – Bugma (MNC) 

l. Koord Selatan Selatan II :  Bantaeng, Bulukumba, Sinjai – Muh Shalih 

(Kompas TV) 

m. Koord Daerah Sulawesi Barat :  Jhoni Banne (MNC) dan Gusni (TV One) 

Pada pembahasan awal penelitian ini akan diuraikan temuan data penelitian 

yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap seluruh informan penelitian 

berjumlah 7 orang dari 97 anggota IJTI. Subjek yang menjadi informan penelitian 

adalah sejumlah orang yang telah dipilih sebelumnya, yakni para anggota IJTI Sulsel 

periode kepengurusan 2017-2020. Pada tahap pelaksanaan wawancara, semua 

informan bersedia meluangkan waktu untuk diwawacarai sehingga peneliti tidak 

mengalami kendala selama proses penelitian di lapangan. Berikut ini adalah daftar 

informan yang telah diwawancarai selama penelitian ini terselenggara: 
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Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian  

 

No Nama Usia Pendidikan  Status/Jabatan 

1 Hudzaifah Kadir 36 thn S1 Ketua IJTI Sulsel 

2 Abd.Mustamin  S1 Kabid Diklat/Kompetensi 

3 Zakiuddin Akbar  S1 Kabid Advokasi 

4 Raiz Sahab  S1 Kabid Sosial 

5 Vincent Waldy 29 thn S1 Kabid Diklat dan Kompetensi 

6 Faizal Wahab 34 thn S1 Koordinator Humas   

7  Asmawirana Putri 24 thn S1 Kreatif Program  

Sumber: Data Primer (Olah Data, 2018). 

B. Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada Anggota IJTI Sulsel 

Secara internal kelembagaan, IJTI bahkan membuat peraturan atau kode etik 

tersendiri sebagai bentuk penjabaran UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik seperti yang 

dikemukakan oleh ketua IJTI Sulsel, Hudzaifah: 

Ada aturan kode etik tersendiri di IJTI yang merupakan kesepakatan anggota 
yang diatur dalam anggaran dasar IJTI.

1
 

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa sebagai lembaga yang 

menghimpun para jurnalis televisi professional, maka IJTI juga membuat kode etik 

tersendiri sesuai ketetapan kongres IJTI ke-3 Nomor: 05/Kongres/3/07/2005 tentang 

Kode Etik IJTI yang disebutkan pada Pasal 1 bahwa “Kode Etik Jurnalis Televisi 

adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya”. 

Keberadaan Kode Etik IJTI ini tentunya sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik versi 

Dewan Pers yang juga mengatur tentang kinerja professional para jurnalis. Dari hasil 

wawancara dengan Koordinator Internal dan Kompetensi IJTI Sulsel, Waldy 

                                                           

1Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 
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menyatakan hasil evaluasi internal IJTI menunjukkan bahwa semua wartawan IJTI 

sudah memahami isi serta teknis penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. 

Semua anggota IJTI paham akan kode etik khususnya juga pada pasal 2 
karena kita di TV memang dibekali dan selalu mengutamakan gambar yang 
faktual dan gambar yang berbicara, beda dengan yang di online dan cetak 
yang tanpa harus turun dilapangan sudah dapat berita. Kalau di TV itu harus 
turun di lapangan.

2
 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa para anggota IJTI Sulsel 

sudah memahami dan menerapkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, khususnya 

mengenai penayangan audio visual siaran televisi yang menurut Pasal 2 Kode Etik 

Jurnalistik Penafsiran huruf (d) disebutkan bahwa “menghasilkan berita yang faktual 

dan jelas sumbernya”. Sesuai keterangan informan di atas, media televisi sangat 

dituntut agar memenuhi ketentuan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik karena informasi dan 

berita yang utama disajikan oleh media televisi fakta berupa gambar faktual yang 

berbeda misalnya dengan karakter media surat kabar yang lebih dominan teks berita. 

Senada dengan keterangan informan sebelumnya, angota IJTI Sulsel, 

Asmawirana Putri juga menyatakan bahwa para anggota IJTI sudah memahami dan 

menerapkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik:    

Yakin dan percaya kalau anggota IJTI paham masalah kode etik terutama di 
pasal 2 karena rata-rata wartawan yang bergabung dalam IJTI kebanyakan 
dari TV nasional bahkan merupakan wartawan senior dan profesional yang 
mempunyai skil dan pengetahuan yang luas.

3
 

Aspek penilaian informan tersebut di atas cenderung melihat latar belakang 

para anggota IJTI yang mayoritas berasal dari media televisi nasional sehingga tidak 

meragukan profesionalitas, skill dan pengetahuannya. Sementara itu, informan lain 

ada yang menilai profesionalisme jurnalis IJTI dari aspek tidak terjadinya 

                                                           

2Vincent Waldy (29 Tahun) Koord.Internal dan Kompetensi IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, 

... Januari 2018 

3Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 
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pelanggaran terhadap Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, seperti yang dikemukakan oleh 

Koordinator Internal dan Kompetensi IJTI Sulsel, Waldy: 

Semua wartawan anggota IJTI paham tentang kode etik dan melaksanakannya 
karena selama ini belum ada laporan yang masuk tentang pelanggaran kode 
etik entahka itu menyangkut tentang pasal 2 ataukah pasal yang lain dan di 
IJTI membuka ruang bagi masyarakat untuk datang melapor ketika ada 
wartawan TV yang melakukan pelanggaran di lapangan saat bertugas.

4
 

Keterangan senada diungkapkan oleh Koordinator Humas IJTI Sulsel, Wahab 

yang menyatakan bahwa angota IJTI sudah memahami Kode Etik Jurnalistik: 

Kalau selama hadirnya IJTI belum ada kasus mengenai pelanggaran kode etik 
berarti bisa disimpulkan bahwa wartawan anggota IJTI itu paham masalah 
kode etik.

5
 

Berdasarkan keterangan para informan di atas, dapat dikemukakan dua 

indikator mengenai sejauhmana gambaran penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik 

pada anggota IJTI Sulsel. Pertama, dapat dilihat pada konten informasi yang 

disajikan oleh jurnalis tersebut dimana aspek yang dinilai sesuai dengan ketentuan 

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, antara lain (1) menghasilkan berita yang faktual dan 

jelas sumbernya; (2) rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, 

foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara 

berimbang; (3) menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara; dan (4) tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil 

liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. 

Kedua, tidak terdapat laporan pelanggaran kode etik oleh jurnalis IJTI Sulsel 

baik laporan dari pihak internal maupun pengaduan masyarakat yang melaporkan 

adanya pelanggaran jurnalis IJTI Sulsel ketika melaksanakan tugasnya di lapangan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara objektif dalam pelaksanaan kerja 

                                                           

4Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

5Faizal Wahab (24 tahun) Koord.Humas IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 
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para jurnalis IJTI Sulsel sudah menunjukkan sikap yang professional sesuai tuntutan 

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Pentingnya penerapan Kode Etik Jurnalistik pada 

jurnalis media penyiaran televisi seperti yang dikemukakan oleh seorang anggota IJTI 

Sulsel, Asmawirana Putri: 

Sangat penting karena di Tv mengutamakan gambar dan gambar itu memang 
seharusnya diperhatikan dalam pengambilan gambar, gambar ini yang harus 
diambil, gambar ini yang tidak boleh bahkan orang lain berfikir itu hal biasa 
tetapi hal itu tidak bagus untuk dipublikasikan. Itu sangat penting untuk 
diperhatikan dalam pengaplikasian kode etik itu sendiri termasuk hak privasi, 
misalkan seorang perempuan ada hal-hal yang tidak boleh dipublis apalagi di 
pertelevisian sekarang banyak yang menyalahgunakan dan mengangap itu 
adalah nilai jual tetapi itu sebenarnya tidak boleh karena melanggar kode etik 
jurnalistik dan melanggar hak perempuan itu sendiri, dan bisa di lihat di NET 
TV yang sudah memberlakukan hak-hak itu.

6
 

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 2 Kode Etik 

Jurnalistik sangat penting diterapkan pada proses penyiaran program televisi yang 

memang mengedepankan konten audio visual. Contoh kasus yang telah diuraikan 

oleh informan tersebut di atas menegaskan pentingnya “menghormati hak privasi” 

sebagaimana yang disebutkan pada Penafsiran huruf (b) Pasal 2 Kode Etik 

Jurnalistik. Ketentuan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik tentunya berlaku untuk semua 

stasiun televisi baik televisi swasta nasional, televise lokal, televisi berjaringan atau 

menggunakan frekuensi tertentu seperti yang dijelaskan oleh anggota IJTI Sulsel, 

Asmawirana Putri: 

Kalau di Makassar Tv sendiri itu meskipun bentuknya dalam channel youtube 
tetapi gambarnya audio visual sama dengan Tv dan mengutamakan berita 
yang aktual dan ada narasumber yang berbicara. Bahkan bisa dibilang sama 
dengan proses di Tv cuma yang membedakan itu karena channel youtube atau 
lebih dikenal Tv online.

7
 

                                                           

6Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 

7Vincent Waldy Vincent Waldy (29 Tahun) Koord.Internal dan Kompetensi IJTI Pengda 

Sulsel dan Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 



59 

 

Adapun bentuk penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik sesuai pemahaman 

para anggota IJTI Sulsel diuraikan sebagai berikut: 

1. Menunjukkan Identitas Diri kepada Narasumber 

Wajib sebagai wartawan khusunya wartawan media penyiaran televisi karena 

memang diatur dalam kode etik jurnalistik itu sendiri. Menunjukkan diri pada 

narasumber ini diutamakan, identitas media penting dikenali oleh narasumber demi 

kualitas berita yang ingin diperoleh. Sebagai contoh untuk mencoba bertamu maka 

upaya yang pertama dilakukan adalah mengetuk pintu, penerimaan penting untuk 

mengungkap tujuan bertamu sekaligus agar perkenalan dan kerjasama dapat terjalin 

dengan baik. 

2. Menghormati Hak Privasi 

Apapun yang menjadi keinginan narasumber patut dihargai oleh para jurnalis, 

misalnya narasumber mengatakan yang ini tidak boleh dipublikasikan dan yang ini 

boleh itu patut dihargai privasinya sebagai narasumber. 

Secara pribadi kami sangat menjunjung tinggi budaya hormat misalnya dalam 

bagian ini ada istilah “off the record”. Tarulah misalnya penelusuran kegiatan 

dilakukan dengan TNI lalu ada perintah off the record dengan demikian untuk 

menghormati hak privasi narasumber  maka pihak kami menghentikan rekaman atau 

sejenisnya. Contoh lainnya, misalnya ada narasumber yang tidak menginginkan 

beberapa hasil wawancaranya dipublikasikan, maka tugas kami adalah menjaga 

privasi narasumber dengan memotong bagian rekaman tertentu yang dianggap privasi 

narasumber. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak membuka aib orang lain yang 

hanya akan membuat orang tersebut terhina sebagaimana disebutkan dalam hadis 

yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi: 
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نْيَا وَالْْخِرَةِ                        ُ عَلَيْهِ فِي الدُّ نْيَا سَتَرَ اللَّه  وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّ

Terjemahannya: 

Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka 

Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat 

Ajaran Islam melarang keras aib seseorang diceritakan,dan tidak boleh sekali-

kali menyebarkan tentang apa atau bagaimana kondisi yang tidak baik tentang 

seseorang yang menjadi narasumber seorang wartawan dilapangan dan diwajibkan 

untuk menjaga apa yang menjadi aib atau privasi narasumber. 

3. Tidak Menyuap 

Ini hal yang paling penting karena sebagai wartawan harus menjaga 

idealisme, kredibilitas dan tempat mereka bekerja. Kalau berbicara amplop (suap) 

sebenarnya itu sudah mengurangi profesionalisme kerja wartawan. Tanggapan 

wartawan senior apapun yang berbentuk uang itu tidak boleh tetapi ada juga 

tanggapan bahwa ada juga yang mewajarkan hal itu. Dalam kode etik juga tidak 

disebutkan dalam bentuk apapun yang ada hanya tentang menyuap, namun hal ini 

kembali lagi idealisme masing-masing jurnalis. 

Membahas perkara menyuap mesti jelas konteksnya sehingga jelas kegiatan 

apa saja yang tergolong dan tidak tergolong dalam upaya menyuap. Saya pernah 

mewawancarai salah satu dari keluarga saya, selepas wawancara saya diajak makan 

bersama. Pertanyaannya apakah dalam hal ini konteksnya menyuap? Saya rasa tidak. 

Praktik menyuap baik itu dari pihak IJTI ke narasumber atau sebaliknya dari 

narasumber ke pihak IJTI sama sekali tidak pernah terjadi, tanggung jawab dan 

kesadaran masing-masing merupakan aspek penting yang kami jadikan prinsip. 
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4. Menghasilkan Berita yang Faktual dan Jelas Sumbernya  

Sangat penting dan kewajiban seoraang wartawan untuk menghasilkan berita 

yang faktual supaya membentuk kepercayaan publik. Sementara itu konten informasi 

yang disajikan oleh media Tv itu beritanya faktual karena menggunakan gambar. 

Berita yang faktual dan memiliki sumber yang jelas merupakan berita yang 

berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Faktual ini sendiri mengandung 

makna kenyataan dan kebenaran sehingga kredibiltas data berita faktual yang 

ditanyangkan jelas teruji sementara itu sumber yang jelas dan tepat adalah 

pertimbangan dalam menilai berita tersebut berkualitas atau tidak. Saya ambil contoh 

yaitu ketika musibah kapal Fery KMP. Lestari Maju Bulukumba-Selayar yang 

menelan banyak korban, berbagai data penumpang meninggal dan selamat yang 

diperoleh berbeda-beda dari banyak sumber, hal ini menandakan bahwa berita yang 

diperoleh berasal lebih dari satu sumber sehingga kejelasan sumbernya bisa saja 

diragukan. 

5. Rekayasa Pengambilan dan Pemuatan atau Penyiaran Gambar, Foto, Suara 

Dilengkapi dengan Keterangan tentang Sumber dan Ditampilkan Secara 

Berimbang  

Berita dari media televi berbeda dengan media audio atau media cetak, setiap 

berita ditayangkan dengan trasparan sehingga masyarakat sebagai pemirsa tidak 

merasa terkelabui dan adapun potensi rekayasa berita sangat tipis. Sedangkan media 

audio atau cetak memiliki banyak peluang untuk memanipulasi data untuk 

mengelabui publik sebab rekam jejak yang bisa disaksikan pemirsa terbatas pada 

suara dan gambar saja, untuk itu orang-oramg yang bergelut dibidang ini dituntut 

memiliki kejujuran yang tinggi. 
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6. Menghormati Pengalaman Traumatik Narasumber dalam Penyajian Gambar, 

Foto, Suara. 

Poin ini yaang di keluhkan sebagai wartawan tv karena banyak masyarakat 

yang belum paham dan belum bisa membedakan yang mana wartawan tv, online dan 

cetak dan bahkan yang sudah mengalami masa traumatik yang penah dialami oleh 

narasumber tapi tergantung dari wartawannya lagi untuk memberikan pemahaman 

yang mungkin bisa menghilangkan traumatiknya tetapi tidak boleh di paksa karena 

narasumber juga mempunyai hak untuk menolak diwawancarai. Misalnya ada 

masyarakat yang berkasus dan di wawancarai melalui telepon oleh wartawan cetak 

atau online dan saat beritanya terbit itu sudah berbeda dengan yang di ungkapkan 

pada saat wawancara dengan berita yang terbit. Itu akan menjadi salahsatu penyebab 

munculnya traumatik narasumber dan ketika wartawan tv terjun untuk melakukan 

wawancara langsung ternyata sudah tidak mau lagi di wawancarai bahkan di ambil 

gambarnya karena sudah mengalami traumatik dan sebagai wartawan patut 

menghormati keputusan narasumber. 

7. Tidak Melakukan Plagiat, Termasuk Menyatakan Hasil Liputan Wartawan 

Lain sebagai Karya Sendiri. 

Pemberitaan tv ketika wartawan terjun ke lapangan tipis sekali ada yang 

namanya plagiat gambar karena di tv itu yang berbicara adalah gambar. dan di 

anggap masalah plagiat gambar itu boleh tetapi mempunyai etika gambar yaitu diberi 

tanda sumber gambarnya dari mana dan itu dianggap tidak keluar atau melanggar dari 

kode etik. 
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8. Penggunaan Cara-Cara Tertentu dapat Dipertimbangkan untuk Peliputan 

Berita Investigasi Bagi Kepentingan Publik. 

Peliputan berita yang dianggap susah karena harus di telusuri sampai di akar-

akarnya. Cara yang di tempuh untuk mendapatkan berita pun harus berhati-hati. 

Sementara itu, jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 Kode Etik 

Jurnalistik yang dilakukan oleh anggota IJTI, maka pengurus IJTI juga melakukan 

tindakan seperti yang dikemukaka oleh ketua IJTI Sulsel, Hudzaifah: 

Berdasarkan aturan anggaran dasar IJTI tindakan yang dilakukan itu ada 
beberapa tahap pertama teguran ketika tetap melakukan pelanggaran 
silanjutnya dengan SP-I, SP-II, SP-III, dan dipecat atau dinonaktifkan sebagai 
anggota IJTI.

8
 

Keterangan informan tersebut menegaskan bahwa lIJTI Sulsel telah 

menerapkan peraturan dan sanski yang tegas apabila ada anggota yang melakukan 

pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, misalnya secara bertahap diberikan surat 

peringatan (SP) hingga diberikan sanksi pemecatan atau dinonaktifkan sebagai 

anggota IJTI Sulsel. Hal senada dikemukakan oleh Koordinator Humas IJTI Sulsel, 

Wahab dan anggota IJTI Sulsel, Asmawirana Putri yang menyatakan bahwa selama 

ini belum ada anggota IJTI yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik:   

Melakukan pengawalan ketika ada kasus misalnya kekerasan dan kalau 
membahas masalah pelanggaran selama ini anggota IJTI bulum ada yang yang 
melalukan pelanggaran dan kalau memang ada yang kita lakukan itu untuk 
pertama memberikan pemahaman tentang kode etik khususnya pada pasal 2.

9
 

Apapun itu yang berbentuk pelanggaran atau kekerasan IJTI sangat peka 
terhadap kasus-kasus yang ada dan langsung memediasi baik itu secara 
langsung atau unjuk rasa dan selama ini belum ada kasus pelanggarang kode 
etik pasal 2 yang dilakukan wartawan anggota IJTI hanya kasus kekerasan 
dari luar saja pernah terjadi.

10
 

                                                           

8Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

9Faizal Wahab (24 tahun) Koord.Humas IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

10Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 
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Berdasarkan keterangan dari kedua informan di atas, diketahui bahwa 

keberadaan IJTI sebagai organisasi proses jurnalis televisi sangat mendukung 

terlaksananya Kode Etik Jurnalistik, sebab menurut informan IJTI melakukan 

pembinaan secara internal terhadap kompetensi seluruh anggotanya, termasuk 

melakukan mediasi misalnya ketika terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan 

(anggota IJTI). Hal demikian seperti yang diungkapkan oleh anggota IJTI Sulsel, 

Asmawirana Putri: 

Lahirnya IJTI itu adalah untuk memperjuangkan kode etik dan tidak terjadi 
pelanggaran kode etik terhadap wartawan di lapangan dan sebagai jembatan 
untuk mengawal ketika ada permasalahan di lapangan.

11
 

Keterangan informan tersebut di atas menyatakan bahwa IJTI lahir untuk 

memperjuangkan kode etik agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan sebagai 

wadah perlindungan bagi para jurnalis televisi. Dari aspek ini terlihat jelas peran dan 

fungsi IJTI sebagai organisasi yang tidak sekedar menghimpun para jurnalis televisi, 

tetapi IJTI menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalitas 

jurnalis, sekaligus sebagai wadah bagi para jurnalis untuk menyalurkan permasalahan 

yang dihadapinya di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koordinator Internal 

dan Kompetensi IJTI Sulsel, Waldy: 

Sangat penting bagi wartawan TV apalagi memang organisasi ini khusus 
untuk wartawan TV saja untuk mengawal berbagai kasus yang dihadapi 
wartawan khusunya wartawan anggota IJTI sendiri … Hadirnya IJTI ini 
berharap dapat menjaga profesionalitas wartawan khususnya wartawan TV, 
sebagai wadah untuk menyalurkan sebuah permasalahan yang terjadi di 
lapangan, menjadi tranformasi atau menjembatani mereka dan sebagai tahap 
pengembangan pemahaman wartawan anggota IJTI tentang kode etik 
jurnalistik.

12
. 

                                                           

11Vincent Waldy (29 Tahun) Koord.Internal dan Kompetensi IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, 

... Januari 2018 

12Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 
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Salah satu peranan IJTI Sulsel yang signifikan terkait upaya pengembangan 

kompetensi dan profesionalitas jurnalis televisi utamanya tentang pemahaman para 

jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik, adalah dengan mengadakan “Uji Kompetensi 

Jurnalis”. Hal ini terungkap dalam keterangan wawancara dengan oleh anggota IJTI 

Sulsel, Asmawirana Putri: 

Sangat apresiasi dengan adanya IJTI wartawan-wartawan khususnya di 
pertelevisian bisa berkumpul dan mengembangkan skill yang mereka miliki. 
Di IJTI sendiri ada banyak program-program yang dicanamkan di 
kepengurusan tahun ini untuk mengembangkan skill mereka, misalnya Uji 
Kompetensi Jurnalis dimana uji kompetensi ini tempat para wartawan 
mendapatkan sertifikasi.

13
 

Uji Kompetensi Jurnalis dalam hal ini merupakan salah satu parameter untuk 

menilai sejauhmana pemahaman para jurnalis terhadap berbagai peraturan pers, baik 

UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, P3SPS, maupun regulasi yang dibuat oleh IJTI 

sendiri. IJTI tentunya memiliki kewenangan untuk melaksanakan Uji Kompetensi 

Jurnalis sesuai yang diamanatkan oleh Dewan Pers bahwa yang melaksanakan Uji 

Kompetensi adalah lembaga atau organisasi profesi wartawan dimana IJTI telah 

disahkan sebagai salah satu lembaga penguji.
14

 Adapun hasil dari uji kompetensi 

tersebut, dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan kompetensi, yaitu jurnalis utama, 

jurnalis madya, dan jurnalis muda. 

Selain melalui Uji Komptensi Jurnalis, IJTI Sulsel juga telah melaksanakan 

berbagai kegiatan untuk membekali pemahaman para jurnalis tentang Kode Etik 

Jurnalistik, antara lain melalui seminar dan diklat jurnalistik seperti yang 

dikemukakan oleh Koordinator Internal dan Kompetensi IJTI Sulsel, Waldy: 

                                                           

13Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 

14IJTI telah disahkan sebagai Lembaga Penguji oleh Dewan Pers pada 2012 lalu. Selain itu 

IJTI mengadakan Training of Trainer yang diikuti oleh jurnalis-jurnalis senior di seluruh stasiun 

televisi. IJTI juga menerbitkan Buku Panduan Uji Kompetensi yang disahkan Dewan Pers yang sampai 

saat ini sudah cetak sebayak dua edisi, dengan total 1000 buah buku Uji Kompetensi. 
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Seminar nasional, diskusi bebas, saling menegur, dan mengikuti uji 
kompetensi jurnalist (UKJ).

15
 Selama ini di IJTI untuk membekali itu dengan 

cara seminar, diskusi, dan diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Jurnalist dan 
distu kita di tes entahkah tentang pemahaman kode etik ataukah teknis dalam 
pengambilan gambar dilapangan.

16
 

Berdasarkan keterangan seluruh informan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

secara objektif dalam pelaksanaan kerja para jurnalis IJTI Sulsel sudah menunjukkan 

sikap yang professional sesuai tuntutan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Pentingnya 

penerapan Kode Etik Jurnalistik pada jurnalis media penyiaran televisi, sebab 

wartawan dituntut memiliki ”kesadaran hukum”sebagai indikator utama kompetensi 

wartawan sebagaimana rumusan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan 

yang terdiri atas tiga aspek, yaitu (a) kesadaran etika, hukum dan karir, (b) 

pengetahuan, mencakup pengetahan umum dan khusus, dan (c) keterampilan 

mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, penggunaan berbagai 

peralatan, seperti komputer, kamera, faksimili dan sebagainya.
17

 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bertens yang menyatakan bahwa kode etik 

harus menjadi self regulation (pengaturan diri) dari suatu profesi. Dengan 

mendasarkan diri pada kode etik, maka profesi tersebut akan menetapkan niatnya 

untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang hakiki dan tidak bisa dipaksakan dari luar.
18

 

Demikian halnya kesadaran hukum pada wartawan menuntut penghargaan pada 

hukum, batasan-batasan hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga 

demokrasi. Hukum yang dimaksud adalah hukum pers yang mengikat kinerja 

wartawan, antara lain Undang-UndangNomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode 

                                                           

15Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

16Vincent Waldy (29 Tahun) Koord.Internal dan Kompetensi IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, 

... Januari 2018 

17Depkominfo RI dan PWI, Wajah Pers Indonesia (Jakarta; Bunga Bangsa, 2006), h. 65.  

18K,Bertenz. Etika (Jakarta: PT.Gramedia, 2001), h. 282 
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Etik Jurnalistik. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, diketahui bahwa para jurnalis 

televisi yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI-Sulsel), telah 

memahami Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 2 tentang ’Wartawan Indonesia 

menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. 

Sementara itu, IJTI selain menjadi wadah perhimpunan bagi jurnalis televisi 

untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalitas, juga sangat berperan dalam 

melakukan pegawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik 

pada seluruh anggota IJTI. Hal ini sejalan dengan pendapat Bertens yang menyatakan 

bahwa untuk menjamin agar kode etik dapat berfungsi secara maksimal, maka 

pelaksanaannya harus diawasi terus menerus.
19

 Dalam hal ini, apabila terjadi kasus 

pelanggaran, maka dewan pengurus IJTI akan melakukan penilaian serta penindakan 

terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. 

Berdasarkan temuan data lapangan melalui proses observasi dan wawancara, 

diketahui bahwa para anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi 

Selatan telah menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai amanat Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. 

C. Faktor Penghambat Penerapan KEJ pada Anggota IJTI Sulsel  

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa faktor yang 

dianggap menghambat penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada wartawan IJTI.  

1. Faktor Ekonomi 

Ketua IJTI Sulsel, Hudzaifah mengatakan bahwa salah satu sebabnya adalah 

karena faktor kesengajaan jurnalis untuk melanggar kode etik meskipun telah 

memahaminya dan pelanggarannya sudah dianggap biasa:  

                                                           

19K,Bertenz. Etika, h. 282 
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Selalu melakukan pembiaran dan menganggap dirinya sebagai wartawan 
bahwa dirinya punya ID card serta menganggap itu semua sudah hal biasa 
karena faktor kesejahteraan wartawan di lapangan meskipun telah memahami 
kode etik baik di internal organisasi maupun kode etik secara umum.

20
 

Hal senada dikemukakan oleh Koordinator Internal dan Kompetensi IJTI 

Sulsel, Waldy yang menyatakan bahwa ada sebagian jurnalis yang sudah menjadikan 

kebiasaan menerima suap (amplop):   

Sudah menjadi kebiasaan dan menganggap itu hal biasa misal menerima 
amplop yang bisa mengurangi nilai profesionalisme seorang wartawan 
khusnya wartawan anggota IJTI.

21
 

Keterangan dari kedua informan tersebut jelas menunjukkan suatu 

pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 2 Penafsiran huruf (c) 

yang berbunyi “tidak menyuap” maupun pada Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, 

Bab II tentang Kepribadian disebutkan bahwa “Pasal 4; Jurnalis Televisi Indonesia 

tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesi”. Dalam agama pun jelas 

mengatakan bahwa dilarang memakan harta dengan jalan yang sesat seperti yang 

tercantum dalam ayat berikut: 

Surah Al-Baqarah Ayat 188: 

                         

                     

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui. 

                                                           

20Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

21Vincent Waldy (29 Tahun) Koord.Internal dan Kompetensi IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, 

... Januari 2018 
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Tafsiran ayat ini Ibnu Hurairah berkata salah satu yang terlarang dan paling 

sering dilakukan oleh manusia yaitu menerima sogokan. Diketahui tafsiran ayat 

tersebut bahwa dalam suatu pekerjaan seorang wartawan seharusnya tidak menerima 

suatu sogokan hanya demi kepentingan pribadinya yang dapat merugikan masyarakat 

serta pemilik media, bahkan akan merugikan diri sendiri dan harus berhadapan 

dengan hukum yang berlaku. 

 Jurnalis hendaknya berupaya menjauhkan budaya amlop yang diberikan oleh 

narasumber atau pihak tertentu karena hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan 

suap-meyuap. Jurnalis yang menerima amplop, gratifikasi dan fasilitas berlebihan 

dari narasumber karena mungkin dimaksudkan untuk kepentingan tertentu atau 

bermaksud memengaruhi pemberitaan. Pada intinya tindakan menerima amplop pada 

jurnalis tersebut bertentangan dengan tuntutan moral wartawan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik.  

Berdasarkan contoh kasus tersebut, diketahui bahwa salah satu faktor 

penghambat penerapan Kode Etik jurnalistik adalah faktor individu wartawan, yakni 

karakter kepribadian jurnalis sangat menentukan. Dikatakan demikian karena seorang 

jurnalis yang memiliki moral, kepribadian dan integritas yang kuat tentu tidak akan 

mudah tergiur dengan suap atau gratifikasi, demikian pun sebaliknya. Sejalan dengan 

hal ini, Koordinator Humas IJTI Sulsel, Wahab yang menyatakan bahwa kurangnya 

keasadaran jurnalis untuk mentaati kode etik sehingga berpotensi melahirkan 

pelanggaran:  

Karena kesadaran dalam pengaplikasian kode etik yang kurang dan terkadang 
juga faktor karena tingkat gaji yang tidak sesuai dengan kerja di lapangan, 
sehinggah terjadi pelanggaran misalnya menerima amplop yang sering 
didengar di kalangan wartawan itu sudah dianggap biasa padahal sebenarnya 
sudah mengurangi nilai profesionalismenya sebagai wartawan khususnya di tv 
dan kurang menghargai kode etik.

22
 

                                                           

22Faizal Wahab (24 tahun) Koord.Humas IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 
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Selain karena kurangnya kesadaran jurnalis, menurut informan di atas faktor 

tuntutan ekonomi atau nominal gaji yang tidak berbanding lurus dengan kerjanya 

juga dapat memengaruhi tindakan jurnalis untuk melakukan palanggaran semisal 

menerima amplop. Tentunya hal ini bukan karena ketidaktegasan peraturan beserta 

sanksinya, akan tetapi karena faktor manusianya (wartawan) yang kurang memiliki 

kesadaran hukum dan etika, sehingga suap-menyuap atau pemberian amplop sudah 

membudaya atau dengan kata lain sebuah penyimpangan moral yang lazim dilakukan 

oleh sebagian wartawan. 

2. Faktor Keahlian 

Sangat jelas ditegaskan baik pada Pasal 2 Penafsiran huruf (c) Kode Etik 

Jurnalistik Dewan Pers maupun pada Pasal 4 Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia. 

Berkaitan dengan hal ini, anggota IJTI Sulsel, Asmawirana Putri menyatakan bahwa 

kasus suap-menyuap tersebut berkaitan erat dengan kesadaran wartawan:  

Lebih mengarah kepada kesadaran karena berfikir mereka adalah wartawan 
dan tidak perlu pakai identitas dan itulah yang memunculkan adanya 
kekerasan. Ketika wartawan memahami dan menghargai kode etik pasti tidak 
akan muncul hal-hal yang seperti itu termasuk suap menyuap.

23
 

Mengatasi hambatan penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, IJTI Sulsel 

melakukakan berbagai upaya di antaranya melaksanakan kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan jurnalistik untuk wartawan IJTI Sulsel. Pelatihan-pelatihan tersebut 

bekerjasama dengan berbagai lembaga di antaranya; workshop jurnalistik pertamina, 

workshop jurnalistik dengan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, workshop 

jurnalistik dengan LSM KPA (Agraria), workshop jurnalistik dengan ECPAT tentang 

peliputan kekerasan anak, Pelatihan P3SPS bekerjasama dengan KPI serta media 

literasai bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi 

                                                           

23Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 
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(KemKominfo). Berkaitan dengan hal ini, ketua IJTI Sulsel, Hudzaifah menyatakan 

bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk pengembangan pemahaman dan penerapan 

Kode Etik Jurnalistik: 

Tentunya harus selalu diingatkan dan hargai kode etik dan tentunya selalu 
dibuatkan semacam kegiatan guna pengembangan pemahaman serta 
penerapanya di lapangan.

24
 

Temuan data menunjukkan bahwa IJTI Sulsel sangat intens melakukan 

berbagai kegiatan pelatihan jurnalistik untuk para anggotanya yang salah satu misinya 

adalah mengupayakan peningkatan pemahaman dan penerapan Kode Etik Jurnalistik 

pada jurnalis televisi. Proses pembekalan pemahaman Kode Etik Jurnalistik pada 

jurnalis IJTI Sulsel dilakukan secara berkesinambungan seperti yang diungkapkan 

oleh Koordinator Humas IJTI Sulsel, Wahab: 

Mereka harus selalu dibekali dan terus menerus diingatkan tentang seberapa 
pentingnya kode etik itu sendiri karena kerja wartawan itu memang tujuan 
utamanya bukan untuk menjadi kaya tetapi sebagai penyalur informasi kepada 
masyarakat.

25
 

Hal senada dikemukakan oleh Koordinator Internal dan Kompetensi IJTI 

Sulsel, Waldy dan Anggota IJTI Sulsel, Asmawirana Putri: 

Tetap melakukan edukasi-edukasi dan mengedepankan menjelaskan kode etik 
ini disamping teman-teman IJTI ini tetap berjuang.

26
 

Mereka memang harus dibekali kode etik itu sendiri. Apalagi banyak wartwan 
yang bukan dari jurusan jurnalistik, bahkan ada banyak dari jurusan lain dan 
itu sangat beda wartawan yang dari jurnalistik, yang mana wartawan dari 
jurusan lain yang hanya tau menulis atau mengambil gambar tetapi tidak 
paham akan kode etik. Inilah gunanya hadir lembaga-lembaga wartawan yang 
menjadi wadah untuk menambah ilmu tentang kewartawanan itu sendiri.

27
 

                                                           

24Hudzaifah Kadir (36 tahun) Ketua IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

25Faizal Wahab (24 tahun) Koord.Humas IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 2018 

26Vincent Waldy (29 Tahun) Koord.Internal dan Kompetensi IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, 

... Januari 2018 

27Asmawirana Putri (24 tahun) Wakil Bendahara IJTI Pengda Sulsel. Wawancara, ... Januari 

2018 
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Keterangan informan tersebut mengindikasikan bahwa latar belakang 

pendidikan para jurnalis juga dapat memengaruhi sejauh mana penerapan Kode Etik 

Jurnalisitik. Jurnalis yang tidak berlatar belakang pendidikan jurnalistik ditengarai 

tidak memahami konsep hukum dan etika pers terutama Kode Etik Jurnalistik, 

mereka diduga hanya memahami secara teknis kerja jurnalistik seperti yang 

disinggung oleh informan sebelumnya. Oleh karena itu, lembaga atau organissi-

orgnasi profesi wartawan terutama IJTI Sulsel dianggap memiliki peran yang vital 

untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas wartawan khususnya yang 

menyangkut konsep hukum dan etika pers.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, analisis dan pembahasan 

hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:   

1. Penerapkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada anggota IJTI sulsel telah 

memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 2, tetapi belum bisa dikatakan 

profesional karena masih terdapat beberapa hambatan dengan indikator, 

Pertama, konten informasi yang disajikan oleh jurnalis pada medianya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, yakni (1) menghasilkan berita 

yang faktual dan jelas sumbernya; (2) rekayasa pengambilan dan pemuatan 

atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang 

sumber dan ditampilkan secara berimbang; (3) menghormati pengalaman 

traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; dan (4) tidak 

melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai 

karya sendiri. Kedua, jurnalis IJTI Sulsel telah menunjukkan sikap yang 

sesuai dengan tuntutan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dan tidak terdapat 

laporan pelanggaran kode etik oleh jurnalis IJTI Sulsel baik laporan dari pihak 

internal maupun pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran 

jurnalis IJTI Sulsel ketika melaksanakan tugasnya di lapangan. 

2. Faktor penghambat penerapan Kode Etik jurnalistik adalah faktor individu 

jurnalis, yakni kurangnya pemahaman terhadap hukum dan etika khususnya 

terkait Kode Etik Jurnalistik sehingga jurnalis berpotensi melakukan 

pelanggaran. Dalam rangka mengatasi hambatan penerapan Pasal 2 Kode Etik 
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Jurnalistik, IJTI Sulsel melakukakan berbagai upaya diantaranya 

melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan jurnalistik untuk wartawan 

IJTI Sulsel. Pelatihan-pelatihan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalitas wartawan khususnya yang 

menyangkut konsep hukum dan etika pers. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun yang peneliti ingin sampaikan sebagai masukan atau saran yaitu: 

1. Wartawan diharapkan mampu memegang teguh rasa profesionalismenya 

dalam melaksanakan tugas. 

2. IJTI SulSel diharapkan tetap memantau dan selalu mengingatkan dengan 

memberikan penjelasan betapa pentingnya kode etik bagi seorang 

wartawan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam 

bidang studi jurnalistik. 
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LAMPIRAN 

 

Hal :  Permohonan Wawancara 

 

Kepada Yth 

Bapak / Ibu / Saudara / i  

di tempat 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

Dengan hormat, 

Saat ini peneliti sedang melakukan penelitian tentang penerapan Pasal 2 Kode Etik 

Jurnalistik pada anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada anggota IJTI Sulsel, 

dan untuk mendeskripsikan faktor penghambat penerapan Pasal 2 Kode Etik jurnalistik 

pada wartawan IJTI Sulsel. Keterangan wawancara dari Bapak/Ibu akan sangat membantu 

bagi keberhasilan penelitian ini.  

Pada prinsipnya Bapak/Ibu dipilih sebagai informan karena dianggap berkomepeten 

dan memahami secara mendalam fokus penelitian ini. Adapun keterangan wawancara yang 

Bapak/Ibu berikan seluruhnya digunakan untuk kepentingan informasi ilmiah dalam rangka 

pengembangan keilmuan jurnalistik. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi informan 

dengan memberikan jawaban, saya mengucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya 

Peneliti 

 

 

Aenul Yakin 
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PENERAPAN PASAL 2 KODE ETIK JURNALISTIK 

(Studi Kasus pada Ikatan Jurnalis Televisi Sulsel) 

 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : Asmawirana Putri 

Tempat/Tgl lahir : Pangkep, 2 Agustus 1994 

Jenis Kelamin :   Laki-laki   Perempuan 

Pendidikan akhir : Stara Satu 

Profesi/Jabatan : Kreatif Program/ anggota IJTI 

Alamat : Jln. Pelanduk No. 6 

No Telp/HP : 085240731787 

Tanggal wawancara : Tgl 20 Maret 2018 

 

2. Nama  : Faizal Wahab 

Tempat/Tgl lahir : Makassar, 16 Agustus 1984 

Jenis Kelamin :   Laki-laki   Perempuan 

Pendidikan akhir : Mahasiswa UNIFA 

Profesi/Jabatan : wartawan/ koord. Humas 

Alamat : Jln. Muh. Tahid, lorong 07 no. 16 

No Telp/HP : 081343600709 

Tanggal wawancara : Tgl 26, Maret 2018 

 

3. Nama  : Hudzaifah 

Tempat/Tgl lahir : Ujung Pandang, 17 September 1982 

Jenis Kelamin :   Laki-laki   Perempuan 

Pendidikan akhir : S1 
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Profesi/Jabatan : Ketua IJTI 

Alamat : Tallasalapang no. 103 

No Telp/HP : 081399268008 

Tanggal wawancara : Tgl 26 Maret 2018 

 

4. Nama  : Vincent Waldy, S. H.Int 

Tempat/Tgl lahir : Ujung Pandang, 15 April 1989 

Jenis Kelamin :   Laki-laki   Perempuan 

Pendidikan akhir : S1 

Profesi/Jabatan : Wartawan/ koord. Internal Dan Kompetensi 

Alamat : Jln. Racing Center no. 101 

No Telp/HP : 081241144809 

Tanggal wawancara : Tgl 11, Maret 2018 

 

 

B. Teks Wawancara 

Subkategori A : Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan IJTI 

Sulsel 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang keberadaan organisasi profesi wartawan, 

khususnya IJTI di Sulawesi Selatan ?  

2. Menurut penilaian bapak/ibu, seberapa pentingnya regulasi atau Kode Etik 

Jurnalistik diterapkan oleh wartawan pada media penyiaran televisi ? 

3. Apakah IJTI memiliki kode etik tersendiri sebagai bentuk penjabaran UU Pers, 

Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS ?  

4. Kemukakanlah gambaran umum proses pembuatan berita pada media tempat 

bapak/ibu bekerja ? 
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5. Deskripsikanlah pemahaman dan pengalaman bapak/ibu tentang penerapan Pasal 2 

Kode Etik Jurnalistik yang disertai contoh penerapan dan beritanya: 

a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber 

b. Menghormati hak privasi 

c. Tidak menyuap 

d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya (disertai sampel berita) 

e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara 

dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang 

(disertai sampel berita) 

f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, 

suara (disertai sampel berita) 

g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain 

sebagai karya sendiri (disertai sampel berita) 

h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita 

investigasi bagi kepentingan publik 

6. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak IJTI apabila ditemukannya 

pelanggaran terhadap Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh anggota 

IJTI? 

 Subkategori B : Faktor Penghambat Penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik 

pada Wartawan IJTI Sulsel 

1. Menurut hasil evaluasi internal lembaga, apakah semua wartawan IJTI sudah 

mengetahui/memahami isi serta teknis penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik ? 

2. Upaya apa saja yang dilakukan guna membekali pemahaman para jurnalis tentang 

UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, P3SPS dan regulasi pada IJTI ? 

3. Menurut pandangan bapak/ibu, faktor apa sajakah yang dianggap menghambat 

penerapan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada wartawan IJTI?  
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4. Upaya apa saja yang dilakukan guna mengatasi hambatan penerapan Pasal 2 Kode 

Etik Jurnalistik pada wartawan IJTI ? 

Catatan :  

1. Sifat wawancara mendalam dan bebas terpimpin  

2. Fokus wawancara mendalam pada Subkategori A pertanyaan No.5 

3. Keterangan wawancara dari informan dalam bentuk lisan maupun tertulis 

4. Teks pertanyaan dapat diralat atau dikembangkan sesuai kondisi faktual di 

lapangan 

5. Hasil wawancara disusun dalam bentuk transkrip kemudian diverifikasi oleh 

informan  

 

C. ITEM OBSERVASI/DOKUMENTASI 

1. Data Profil Organisasi IJTI Sulsel 

2. Data Profil masing-masing wartawan yang menjadi informan 

3. Dokumentasi foto kegiatan diklat, seminar, pelatihan jurnalistik oleh IJTI 

4. Dokumentasi foto peneliti bersama informan yang diwawancarai 
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D. DOKUMENTASI 

 

1. Dokumentasi peneliti dengan narasumber saat melakukan wawancara 
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2. Foto kegiatan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 

 

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI Pengda Sulsel) berkunjung kekantor media Cetak 

Tribun  Timur sebagai wujud meningkatkan sinergitas antar media baik cetak maupun 

online di Sulawesi Selatan, rabu 24 mei 2017 

 

 
 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI Makassar)  bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesi 

(IJTI Pengda Sulsel) menggelar rapat perencanaan kegiatan diskusi lingkungan dan 

keselamatan alam bagi jurnalis, di warkop az zahrah, selasa 23 mei 2017. Kegiatan dengan 

tema "Safety Journalist" ini diharapkan kedepannya dapat memberikan 

pengetahuan tambahan untuk meliput di alam terbuka. 

 

 
 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-MEKjnJgO0e8/WSaIqCDjRGI/AAAAAAAAAG8/Pk15KCtN4scgEjDtnpvL6lTjmCGtW5G1QCLcB/s1600/OS7A9466.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-1M1G9Ku7aeE/WSRIjDEzR9I/AAAAAAAAAGo/DAjoaFMoHqYAHqXLfpItk5Y7MCPj4M1pQCLcB/s1600/OS7A9149.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-MEKjnJgO0e8/WSaIqCDjRGI/AAAAAAAAAG8/Pk15KCtN4scgEjDtnpvL6lTjmCGtW5G1QCLcB/s1600/OS7A9466.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-1M1G9Ku7aeE/WSRIjDEzR9I/AAAAAAAAAGo/DAjoaFMoHqYAHqXLfpItk5Y7MCPj4M1pQCLcB/s1600/OS7A9149.JPG
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Kombes gaul KotaMakassar present workshop creative citizen jurnalism bekerjasama 

dengan Ikatan JurnakisTtelevisi Indonesia Pengda Sul-Sel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-2jNJhkMWbZ8/WSPzMfhhg5I/AAAAAAAAAE8/bdqyD9QmDvQhsMiLf4eR9OeIm5YUUSxWwCLcB/s1600/IMG-20170523-WA0002.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-V1oZ7hnGZUA/WSPzND1boSI/AAAAAAAAAFE/cJN8qZPBNMoIwbosTkPWGCJBGr1YwX7tgCLcB/s1600/IMG-20170523-WA0003.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-F_OnDfylTSk/WSPzNZc9YcI/AAAAAAAAAFI/_p1e0hwS9bsUpor2-IL3f-13zHti6MW5wCLcB/s1600/IMG-20170523-WA0004.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2jNJhkMWbZ8/WSPzMfhhg5I/AAAAAAAAAE8/bdqyD9QmDvQhsMiLf4eR9OeIm5YUUSxWwCLcB/s1600/IMG-20170523-WA0002.jpg
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